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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, 

Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan Setda Maluku Tahun 2019 s.d. 2024 

dapat terselesaikan dengan baik. 

Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 

Maluku Tahun 2019 s.d. 2024 yang merupakan pedoman dan arah bagi Biro dalam 

pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi yang diemban.  Sejatinya, dokumen ini 

adalah uraian pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Gubernur dan Wakil 

Gubernur Terpilih periode 2019 – 2024 yang diimplementasikan secara terintegrasi, 

menyeluruh dan  terarah menuju lima tahun kedepan, sehingga keberhasilan 

pencapaian visi dan misi tersebut menjadi tanggung jawab Biro Pemerintahan Setda 

Maluku yang diuraikan secara detail dalam matriks program dan kegiatan tahunan. 

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dan membantu penyusunan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda 

Maluku ini, Mudah–mudahan apa yang telah kita laksanakan sebagai usaha bersama  

dapat membawa manfaat yang besar dan nyata bagi bangsa dan negara lebih khusus 

lagi bagi Pemerintah dan masyarakat Maluku, Aamiiin. 

        Ambon,       Oktober 2019. 

     KEPALA BIRO PEMERINTAHAN 
                                                                    SETDA MALUKU, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 menjadi landasan hukum yang secara rigit mengatur tata cara rencana 

pembangunan daerah, termasuk didalamnya tentang Rencana Strategik  

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) 

menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah.  

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang 

secara umum memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan 

pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, 

yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, 

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan 

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun 

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. 

Penyusunan Renstra Biro Pemerintahan menjadi dokumen penting untuk 

dipedomani dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Biro 

Pemerintahan Setda Maluku dalam rentang waktu lima tahun. Oleh sebab itu, 

sangat penting untuk didesain sedemikian rupa secara komprehensif. Disaat 

yang sama Renstra Biro juga menjadi elemen pendukung yang sangat vital 

dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku sebagai akibat regulasi yang berlaku, 

dimana akumulasi seluruh Renstra-Renstra Perangkat Daerah akan menjadi 
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unsur penyusunan RPJMD dan Renstra Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. 

Renstra Provinsi juga hendaknya memiliki hubungan dengan Renja Kementerian 

dan Lembaga agar terjadi sinergitas yang efektif dalam menjalankan program 

pembangunan nasional. Program kerja yang termuat dalam Renstra Perangkat 

Daerah harus saling mendukung dan memberikan penguatan dengan Renstra 

Kementerian dan Lembaga. 

1.2. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 

Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 

79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan untuk kepentingan umum 

7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  Undang-

Undang  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas 

dan Wewenang Gubernur; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 30 Tahun Tahun 2012 Tentang 

Pemberian Nama Daerah, Nama Ibukota dan nama kota dan perpindahan 

ibukota; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan 

Desa; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode 

dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri  RI Nomor 141 Tahun 2017 Tentang 

pedoman penegasan batas daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/5935/SJ Tahun 2015 

Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 

25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 

27. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Satuan DPRD Provinsi Maluku. 
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1.3. Maksud Dan Tujuan  

Maksud : 

1) Sebagai landasan operasionalisasi kegiatan dalam mencapai tujuan 

pelaksanaan tugas – tugas pada Biro Pemerintahan Setda Maluku. 

2) Pedoman dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan dalam 

rentang lima tahun kerja sekaligus pula bersifat orientatif bagi kepentingan 

organisasi ke masa depan. 

3) Sebagai acuan kerja guna merealisasikan komitmen dan sumpah janji 

sebagai PNS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang 

dipercayakan. 

Tujuan : 

1) Sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan program serta  kegiatan 

dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Biro 

Pemerintahan Setda Maluku  

2) Tersusunnya  rencana kebijakan, program dan kegiatan yang disusun secara 

realitis berdasarkan perkembangan terkini maupun prediksi dan asumsi 

perkembangan masa depan. 

3) Menjadi bagian integral dari Renstra RPJMD Pemerintah Provinsi, sehingga 

secara sub sektor akan berkontribusi sebagai faktor kinerja pendorong 

kemajuan pembangunan daerah, stabilitas pemerintah dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dokumen Renstra Biro Pemerintahan Setda Maluku ini berisikan materi 

perencanaan program kerja dan kegiatan dari Biro Pemerintahan Setda Maluku 

untuk rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2019-2024, yang tersusun 

sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN, yang memuat : Latar Belakang; Landasan 

Hukum; Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA 

MALUKU, memuat : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; 

Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat 

Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah. 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH, yang memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, 

Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur; Telaahan 

Rencana K/L dan Renstra Provinsi Maluku; Telaahan Rencana 

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada 

RPJMD, dan Penentuan Isu-Isu Strategis. 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat : Tujuan dan Sasaran 

Jangka Menengah Perangkat Daerah. 

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat : Rumusan 

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Lima Tahun 

Mendatang. 

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, 

yang memuat : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif. 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, yang 

memuat : Kinerja Perangkat Daerah yang Akan Dicapai Dalam 

Lima Tahun Mendatang. 

BAB VIII : PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 

Biro Pemerintahan Setda Maluku adalah Perangkat Daerah yang menjadi bagian 

dari Sekretariat Daerah Maluku. Kedudukan sebagai pembantu pimpinan dalam 

rangka menyiapkan bahan-bahan penyusunan dan pengambilan kebijakan 

pimpinan daerah. 

Biro Pemerintahan Setda Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Maluku Nomor 06 Tahun 2016, dan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai 

berikut : 

- Biro Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Tata Pemerintahan 

dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta 

pelayanan administratif di bidang pemerintahan. 

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Biro Pemerintahan 

Setda Maluku menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan program bidang pemerintahan sesuai dengan Rencana 

Strategis Daerah atau RPJMD. 

2) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan daerah 

di bidang pemerintahan. 

3) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas perangkat 

daerah di bidang pemerintahan. 

4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pemerintahan. 

5) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada 

instansi daerah di bidang pemerintahan. 
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6) Pelaksanaan ketatausahaan, dan. 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Pemerintahan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi 

Maluku dan Peraturan Gubernur Nomor  29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan 

Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, menjelaskan : 

a. Kepala Biro Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Tata 

Pemerintahan dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah serta pelayanan administratif di bidang pemerintahan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas 

Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut : 

1. Menetapkan program kerja di lingkungan Biro Pemerintahan berdasarkan 

rencana strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Pemerintahan 

sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar 

target kerja tercapai sesuai rencana. 

3. Membina bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan dengan cara 

mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh 

kinerja yang diharapkan. 

4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan 

sesuai dengan tugas dan tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta 

ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 

5. Merumuskan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan 

kebijakan Daerah di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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6. Merumuskan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

7. Merumuskan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Daerah di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. 

8. Menyelenggarakan layanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil 

Negara pada instansi Daerah di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

9. Memantau pelaksanaan layanan ketatausahaan di Biro Pemerintahan secara 

berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja di 

lingkungan Biro Pemerintahan. 

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan 

dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan 

datang. 

11. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai 

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja, dan 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 


Biro Pemerintahan Setda Maluku membawahi 3 Bagian yaitu 

1) Bagian Bina Administrasi Kewilayahan 

2) Bagian Otonomi Daerah 

3) Bagian Bina Pemerintahan Desa dan Kecamatan 

 

b. Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bagian Bina 

Administrasi Kewilayahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja 

yang optimal 
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Uraian tugas Bagian Bina Administrasi Kewilayahan sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana operasional di Bagian Bina Administrasi Kewilayahan 

berdasarkan program kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku serta 

petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.  

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bagian Bina Administrasi 

Kewilayahan sesuai tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bagian Bina Administrasi 

Kewilayahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Bina Administrasi 

Kewilayahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. 

5. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dekonsentrasi, tugas 

pembantuan dan kerjasama daerah, batas daerah dan toponimi serta 

koordinasi urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan teknis 

dekonsentrasi, tugas Pembantuan dan kerjasama daerah, Batas daerah, 

Toponimi dan koordinasi urusan pertanahan dengan instansi terkait dan 

Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku sesuai ketentuan dan prosedur yang 

berlaku sebagai upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama 

penyelenggaraan Bina Administrasi Kewilayahan di daerah. 

7. Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi 

pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama daerah, batas 

daerah, toponimi dan koordinasi urusan pertanahan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. 

8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Bina 

Administrasi Kewilayahan dengan cara membandingkan antara rencana 

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang, dan 
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9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bagian Bina Administrasi 

Kewilayahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 



c. Kepala Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di Bagian Otonomi Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.  

Uraian tugas Bagian Otonomi Daerah sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana operasional Bagian Otonomi Daerah berdasarkan 

program kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku serta petunjuk 

pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bagian Otonomi Daerah 

sesuai tugas pokok dan tanggunggjawab yang ditetapkan agar tugas yang 

diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bagian Otonomi Daerah 

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Otonomi Daerah 

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan. 

5. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Pengembangan Daerah, 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah serta Evaluasi dan Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan 

pengembangan Daerah, Penyelenggara Pemerintah Daerah serta Evaluasi 

dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan instansi tekait 

dan Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku sesuai ketentuan dan prosedur yang 
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berlaku sebagai upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama 

penyelenggaraan Bina Administrasi Kewilayahan di daerah. 

7. Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi 

Pengembangan Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah serta 

Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif 

dan akuntabel. 

8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Otonomi 

Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan 

tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang. 

9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Otonomi Daerah sesuai 

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja, dan 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa dan Kecamatan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan kebijakan di Bagian Bina Pemerintahan Desa dan 

Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian 

kinerja yang telah ditetapkan  

Uraian tugas Bagian Pemerintahan Desa dan Kecamatan sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana operasional Bagian Bina Pemerintahan Desa dan 

Kecamatan berdasarkan program kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi 

Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di Bagian Bina Pemerintahan Desa 

dan Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan agar tugas 

yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bagian Bina Pemerintahan 

Desa dan Kecamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 
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4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Bina Pemerintahan 

Desa dan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. 

5. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja pembinaan pemerintahan 

desa/negeri dan pembinaan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan tata 

usaha biro sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan teknis 

pembinaan pemerintahan desa/negeri dan pembinaan pemerintahan 

kecamatan serta pelaksanaan tata usaha biro dengan instansi terkait dan 

Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku sesuai ketentuan dan prosedur yang 

berlaku sebagai upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama urusan Bina 

Pemerintahan Desa dan Kecamatan di daerah. 

7. Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi pembinaan 

pemerintahan desa/negeri dan pembinaan pemerintahan kecamatan serta 

pelaksanaan tata usaha Biro sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Bina 

Pemerintahan Desa dan Kecamatan dengan cara membandingkan antara 

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. 

9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bina Pemerintahan Desa dan 

Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, dan 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

Pemetaan sumberdaya manusia aparatur yang terdapat di Biro Pemerintahan 

Setda Maluku sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1. 
Sumberdaya Aparatur menurut Status Kepegawaian 

 

Jumlah Pegawai 
Status Kepegawaian 

Keterangan 
PNS Honorer 

1 2 3 4 

34 28 6 1 PNS diper-
bantukan ke 

Bawaslu 
     Sumber: Data Biro Pemerintahan, September 2019 

 
 

Tabel 2.2. 
Sumberdaya Aparatur menurut Jenis Kelamin 

 

Jumlah Pegawai 
PNS Honorer 

Keterangan 
Pria Wanita Pria Wanita 

1 2 3 4 5 6 

34 15 12 3 3 1 PNS diper-
bantukan ke 

Bawaslu 
     Sumber: Data Biro Pemerintahan, September 2019 

 
 
 

Tabel 2.3. 
Sumberdaya Aparatur menurut Eselonisasi 

 

Jumlah PNS 
Eselonisasi 

Keterangan 
II III IV Staf 

1 2 3 4 5 6 

28 
 

1 3 9 15 PNS 
diperbantukan 
berstatus staf  

 
     Sumber: Data Biro Pemerintahan, September 2019 
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Tabel 2.4. 
Sumberdaya Aparatur menurut Pangkat/Golongan Ruang 

 

Jumlah 
PNS 

Pangkat/Golongan Ruang 
Keterangan 

IV III II I 

1 2 3 4 5 6 

28 
 

5 22 1 - PNS 
diperbantukan 

berpangkat 
III/c 

     Sumber: Data Biro Pemerintahan, September 2019 

 
Tabel 2.5. 

Sumberdaya Aparatur menurut Pendidikan 

Jumlah 
PNS 

Pendidikan 
Keterangan 

S2 S1 Diploma SMA SMP 

1 2 3 4 5 6 7 

28 
 

9 9 4 5 1 PNS 
diperbantukan 
berpendidikan 

Sarjana 
     Sumber: Data Biro Pemerintahan, September 2019 
 
 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja Biro Pemerintahan Setda Maluku dapat diukur pada pengkoordinasian 

penyusunan kebijakan dan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan 

pelayanan administratif di bidang pemerintahan secara berjenjang, mulai kepada 

Asisten Tata Pemerintahan, Sekretaris Daerah, hingga kepada Gubernur/Wakil 

Gubernur serta menjalankan fungsi koordinasi administrasi dengan pemerintah 

pusat dalam penguatan tugas dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat di daerah khususnya terkait program penguatan penyelenggaraan 

pemerintahan umum dan program penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah 

serta kerjasama daerah. 

Point penting penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan ukuran kinerja 

pelayanan Biro Pemerintahan Setda Maluku antara lain : 
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1) Pelaksanaan PATEN di Kabupaten/ Kota 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 menjadi 

landasan hukum bagi pelaksanaan PATEN di Kabupaten/ Kota yang sudah 

semestinya dilaksanakan paling lambat lima tahun setelah diberlakukannya 

aturan tersebut. Sampai dengan bulan Juli 2019 baru terdapat 10 (sepuluh) 

Kecamatan yang melaksanakan PATEN, yaitu 8 (delapan) kecamatan di 

Kabupaten Buru dan 2 (dua) di Kota Ambon, adapun lainnya seperti Kabupaten 

Kep. Aru telah mencanangkan pada tahun 2016 namun belum dapat 

dilaksanakan, begitupun dengan Kabupaten Maluku Tengah, Buru Selatan dan 

Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Kep. Tanimbar, 

Maluku Tenggara dan Kota Tual. 

Pemerintah Provinsi Maluku telah mengupayakan langkah-langkah untuk 

mendorong percepatan pelaksanaan PATEN di Provinsi Maluku, diantaranya: 

- Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan PATEN se-Maluku yang 

dilakukan dari tahun 2016 sampai sekarang; 

- Melakukan sosialisasi terkait peraturan maupun kebijakan  tentang PATEN; 

- Mengeluarkan rekomendasi terkait langkah-langkah percepatan PATEN, dan 

lain-lain.  

2) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum 

Kegiatan ini pada dasarnya berkaitan dengan Kode dan Data Wilayah 

administrasi Pemerintahan di Provinsi Maluku terutama kode dan data Desa di 

Maluku yang terintegrasi dengan penataan desa.  

Sejak tahun 2014, beberapa kabupaten telah melakukan penataan desa terkait 

desa persiapan dengan menyampaikan Peraturan Bupati, yaitu: Kabupaten 

Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten 

Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan 

pengusulan tersebut telah diterbitkan Kode Register Desa Persiapan oleh  

Gubernur di Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 

2018 dan pada bulan Agustus 2019 di Kabupaten Buru Selatan, sementara 

lainnya masih berproses. 
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3) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang 

menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, maka Gubernur memiliki peran 

yang sangat strategis.  

Biro Pemerintahan Setda Maluku menjadi institusi yang mendorong 

implementasi penguatan peran gubernur dimaksud. Dalam pelaksanaannya di 

lapangan, telah dilaksanakan beberapa agenda penguatan peran gubernur 

tersebut melalui :  

- Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( 2014 dan 2019)  

- Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah 

(2014 s.d. 2019) 

- Gubernur memberikan arahan, petunjuk dan supervisi kepada Bupati/ 

Walikota se Maluku melalui : surat, surat edaran, keputusan, rekomendasi, 

surat keterangan dan lain-lain. 

4) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan  

Pertanahan menjadi salah satu urusan wajib non pelayanan dasar sesuai UU 

Nomoe 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu 

kewenangan yang diserahkan kepada daerah, masalah pertanahan senantiasa 

berproses walau belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tuntas. Realita 

yang dihadapi pemerintah daerah adalah terkait koordinasi penyelesaian 

pembebasan lahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan publik 

sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan bagi Kepentingan Umum. 

Fasilitasi Pembebasan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum pertanahan yang berhasil diselesaikan oleh Biro 

Pemerintahan Setda Maluku dengan perincian sebagai berikut : 
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- Pembebasan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan LSB Co.Inpex 

Masela pada Mega Proyek Block Minyak dan Gas Alam Abadi Masela (2014 

s.d. 2016) 

- Pembebasan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit 

Umum Pusat (RSUP) di Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Kota 

Ambon (2015-2017).  

- Pembebasan dan pengadaan tanah untuk akses jalan masuk menuju Rumah 

Sakit Umum Pusat (RSUP) di Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon 

Kota Ambon (tahun 2019). 

- Pembebasan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Gubernur 

Maluku di Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon (2017 –  

2019). 

5) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah  

- Pemerintah Provinsi Maluku melalui Biro Pemerintahan Setda Maluku telah 

berhasil menyelesaikan sengketa perbatasan antar Kabupaten Maluku 

Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat sejak mencuat pada tahun 

2007. Penyelesaian final masalah perbatasan daerah antar kedua kabupaten 

ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 

Maluku Tengah di Provinsi Maluku. 

- Masalah batas daerah antara Kabupaten Buru dengan Kabupaten Buru 

Selatan, penyelesaian final masalah batas tersebut dengan ditetapkannya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Batas 

Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku 

tanggal 17 September 2018. 

6) Koordinasi dan Fasilitasi Pemekaran Daerah 

Biro Pemerintahan Setda Maluku telah mendorong dan memfasilitasi pemekaran 

daerah baru tersebut pada berbagai tingkatan. Data Pemekaran sebagaimana 

tabel berikut : 
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Tabel 2.5. 
Perkembangan Pemekaran Daerah Tahun 2014-2019 

Tingkat 

Pemerintahan 

Tahun 

2014 2015 2016 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Desa 1.135 1.198 1.198 1.198 1.198 

Kelurahan 33 33 33 35 35 

Kecamatan 118 118 118 118 118 

Kabupaten 9 9 9 9 9 

Kota 2 2 2 2 2 
Sumber : Biro Pemerintahan Setda Maluku Tahun 2019 
 

Berdasarkan dinamika aspirasi yang terus berkembang dalam masyarakat, maka 

Pemerintah Provinsi Maluku telah membuat Keputusan Bersama antara DPRD 

Provinsi Maluku dengan Gubernur Maluku Nomor: 16 Tahun 2015, Nomor 126 

Tahun 2015 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Calon Daerah Persiapan Yang 

Masuk Dalam Desain Besar Penataan Daerah Provinsi Maluku. Ketiga belas 

Daerah Otonom Baru (DOB), yaitu: 

 

1. Kabupaten Kepulauan Terselatan; 

2. Kabupaten Kepulauan Gorom Wakate; 

3. Kabupaten Seram Utara Raya; 

4. Kabupaten Kei Besar; 

5. Kabupaten Aru Perbatasan; 

6. Kabupaten Tanimbar Utara (di daerah Kab. MTB); 

7. Kota Bula (di daerah Kab. SBT); 

8. Kota Kepulauan Lease (di daerah Kab. Malteng); 

9. Kabupaten Leihitu (di daerah Kab. Malteng); 

10. Kabupaten Talabatai (di daerah Kab. SBB); 

11. Kabupaten Huamual (di daerah Kab. SBB); 

12. Kabupaten Banda (di daerah Kab. Malteng); 

13. Kabupaten Buru Kayeli (di daerah Kab. Buru). 
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Inilah yang menjadi tugas strategis yang menjadi tanggung jawab Biro 

Pemerintahan untuk memfasilitasi berbagai pihak, dan berbagai kepentingan di 

daerah dalam memperjuangkan percepatan realisasinya. 

7) Fasilitasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pemilu KDH/WKDH, Legislatif dan 

Pemilu Presiden/Wakil Presiden 

Pelaksanaan Pemilu adalah menjadi kewenangan KPUD dan BAWASLU/ 

PANWASLU selaku penyelenggara pemilu. Namun demikian, dalam kedudukan 

Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah, maka Pemerintah Provinsi Maluku 

melalui Biro Pemerintahan Setda Maluku memiliki tugas dan peran strategis 

untuk mendukung, memfasilitasi dan memonitoring setiap pelaksanaan Pemilu 

KDH/WKDH pada seluruh Kabupaten/Kota di Maluku. Berikut dapat dilihat 

fasilitasi penyelenggaraan Pemilu pada tabel berikut:  

 
Tabel 2.6. 

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 

Pemilu Kab/Kota 
Tahun 

2015 2017 2018 2019 2020 2024 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kota Ambon        

Kota Tual        

Kab Maluku Tengah        

Kab Maluku Tenggara        

Kab Buru        

Kab Buru Selatan        

Kab Seram Bag Barat        

Kab Seram Bag Timur        

Kab MBD        

Kab MTB        

Kab Kepulauan Aru        

Provinsi Maluku        

Pemilu Legislatif        

Pemilu Pres/Wapres        
Sumber : Biro Pemerintahan Setda Maluku Tahun 2019 
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8) Fasilitasi Penyusunan LPPD 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah salah satu 

instrument pelaporan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

kepada pemerintah. Dasar hukum yang mengatur tentang LPPD adalah 

sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 3 Tahun 2007. 

Biro Pemerintahan Setda Maluku telah memfasilitasi penyusunan dan 

penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota 

se-Maluku maupun Provinsi Maluku sesuai tabel berikut: 

 
Tabel 2.7. 

Fasilitasi Penyusunan LPPD 

Nama Kabupaten/ Kota 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kota Ambon 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Kota Tual 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Kab Maluku Tengah 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Kab Maluku Tenggara 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Kab Buru 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Kab Buru Selatan 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Kab Seram Bag Barat 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Kab Seram Bag Timur 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Kab MBD 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Kab MTB 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Kab Kepulauan Aru 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Provinsi Maluku 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Maluku Tahun 2019 
 

9) Fasilitasi Pelaksanaan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal, 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar yaitu : 1). Pendidikan; 2). Kesehatan; 3). Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 4). Perumahan Rakyat dan Kawasan 
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Permukiman; 5). Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 

serta 6). Sosial, diberlakukan penerapan SPM. 

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, antara lain menetapkan 

bahwa Tim Penerapan SPM daerah Provinsi berkedudukan di Biro Tata 

Pemerintahan Provinsi atau sebutan lainnya. Demikian pula di tingkat 

kabupaten/kota berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota 

atau sebutan lainnya. Hal ini berimplikasi pada kedudukan Biro Pemerintahan 

Setda Maluku yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan 

mengkoordinasikan penerapan SPM di tingkat Provinsi Maluku, maupun 

mengkoordinasikan laporan penerapan SPM kabupaten/kota untuk disampaikan 

kepada Pemerintah Pusat. Sedangkan penerapan SPM secara teknis di lingkup 

Pemerintah Provinsi Maluku berada pada masing-masing Perangkat 

DaerahPemerintah Provinsi Maluku yang melaksanakan 6 (enam) urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dimaksud. 

10)  Fasilitasi Penyerahan Pembiayaan, Peralatan, Personil dan Dokumentasi (P3D)  

P3D dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yang pertama berkaitan dengan 

pemekaran daerah otonomi dan yang kedua berkaitan dengan pengalihan 

urusan. 

Berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang muncul 

pasca kebijakan pemekaran daerah otonom baru bahwa sesuai ketentuan yang 

berlaku setiap daerah induk mesti melakukan penyerahan P3D kepada daerah 

pemekaran atau daerah otonom baru demi kontinyutas penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah baru tersebut. 

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki Biro Pemerintahan Setda Maluku, 

maka telah terfasilitasi penyerahan P3D masing-masing : 

- Penyerahan seluruh P3D antara Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

(Daerah Induk) dengan Kabupaten Maluku Barat Daya (Daerah 
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Pemekaran) pada tanggal 13 Maret 2013 bertempat di Kota Saumlaki, 

dengan Berita Acara Nomor 031.10/02/BA.ST/2013. 

- Penyerahan seluruh P3D Antara Kabupaten Buru (Daerah Induk) dengan 

Kabupaten Buru Selatan (Daerah Pemekaran) telah dilaksanakan pada 

tanggal 4 Desember 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara 

Nomor 032/478. 

- Untuk penyerahan seluruh P3D antara Kabupaten Maluku Tenggara 

(Daerah Induk) dengan Kota Tual (Daerah Pemekaran) sampai saat ini 

masih terus didorong dan difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Setda Maluku, 

dimana sebagian besar telah diserahkan dan telah dimanfaatkan oleh 

Pemda Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru, walaupun belum 

diserahkan secara resmi melalui penandatanganan Berita Acara. Tersisa 4 

(empat) asset yang masih disengketakan sampai saat ini, yaitu : Pendopo 

Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Sanggar Kegiatan Belajar dan Gedung 

LPTQ. 

- Untuk penyelesaian penyerahan seluruh P3D dengan Pemerintah Provinsi 

Maluku Utara, telah dilakukan sejumlah rapat koordinasi kearah 

penyelesaian P3D antara kedua pemerintah provinsi (2014 s.d 2018). 

 

Adapun berkaitan dengan pengalihan urusan, dengan diberlakukannya UU 

Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain berimplikasi 

pada pengalihan sejumlah urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan, 

antara lain : urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan 

bidang kehutanan, urusan pemerintahan di bidang perhubungan, urusan 

pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral, urusan pemerintahan 

di bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan di bidang perikanan, dan urusan 

pemerintahan bidang perdagangan. 

Konsekuensi dari pengalihan urusan tersebut, maka pembiayaan, peralatan, 

personil dan dokumen atau P3D dari urusan-urusan dimaksud mesti dialihkan 

juga. Pasal 404 UU no 23 Tahun 2014 menegaskan “Serah terima personel, 

pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian 
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Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling 

lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Hal ini 

kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 

120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 

120/6942/SJ tanggal 16 Desember 2015 hal Percepatan Pelaksanaan 

Pengalihan Urusan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Pada tahun 2015 telah dilakukan fasilitasi penyerahan P3D terkait personil 

yaitu: personil Penyuluh Perikanan dan personil Jembatan Timbang dialihkan 

ke Pemerintah Pusat, serta pengalihan personil tenaga kehutanan, guru dan 

tenaga kependidikan  untuk pendidikan menengah Kabupaten/ Kota dialihkan 

ke Provinsi yang secara teknis dilakukan antar organisasi Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota. 

Sampai dengan tahun 2019 pelaksanaan pengalihan P3D di lingkup 

Pemerintah Provinsi Maluku baru terlaksana sebagian, yakni pengalihan 

personil yang diikuti dengan pembiayaan personil pada seluruh urusan 

pemerintahan yang dialihkan. Sedangkan pengalihan peralatan (asset) dan 

pembiayaan yang mengikutinya belum terlaksana secara maksimal. Dari ke-7 

urusan pemerintahan yang dialihkan, maka terdapat 2 urusan pemerintahan 

yang dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi yang 

mesti diikuti dengan pengalihan asset yakni : pertama, sub urusan pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus; kedua, urusan kehutanan. 

Biro Pemerintahan Setda Maluku, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang 

bersifat fungsi penunjang, bertanggung jawab melakukan fungsi-fungsi 

koordinasi, fasilitasi dan supervisi terhadap proses-proses pengalihan P3D 

berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan 

secara teknis, pengalihan P3D adalah menjadi kewenangan Perangkat Daerah 

yang melaksanakan urusan pemerintahan, dan Perangkat Daerah yang 

berwenang dan bertanggung jawab di bidang aset daerah. 
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Pada aspek penganggaran sesuai dengan kinerja Biro Pemerintahan sejak 

tahun 2014 s.d. 2018, menunjukkan bahwa realisasi pendanaan pelayanan biro 

memberikan gambaran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi biro 

dalam melaksanakan program dan kegiatan dari tahun ke tahun dengan 

realisasi anggaran berada pada kisaran 95 s.d. 100%. Pagu anggaran pada 

tahun 2014 sebesar 2,337,365,375 terus mengalami kenaikkan sampai pada 

tahun 2017 sebesar 3,5 milyar dan pada tahun 2018 mengalami penurunan 

hingga pagu sebesar Rp 2,970,592,000. Adapun pencapaian kinerja pelayanan 

sejak tahun 2014 s.d. 2018, menunjukkan bahwa target dan realisasi capaian 

pada umumnya mencapai 100%, baik bersifat persentase maupun jumlah. 

Pada tahun 2016 terjadi evaluasi kelembagaan dengan beralihnya salah satu 

bagian menjadi organisasi perangkat daerah tersendiri yakni Bagian 

Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menjadi Dinas sehingga secara 

otomatis program dan kegiatan yang berkaitan dukcapil dihilangkan dari Biro. 

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8. dan tabel 2.9. sebagai berikut: 
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Tantangan dan peluang pengembangan Biro Pemerintahan Setda Maluku dalam 

5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai 

salah satu PERANGKAT DAERAH di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku 

adalah: 

2.4.1. Tantangan : 

- Tuntutan Reformasi Birokrasi dan penerapan good governance yang 

mengharuskan Biro Pemerintahan bekerja lebih efektif dan efisien 

serta lebih berorientasi kepada pencapaian kinerja secara maksimal.  

- Karakteristik Provinsi Maluku yang bercirikan kepulauan dengan luas 

wilayah lautan sebesar 92,4 % sedangkan luas daratan sebesar  7,6% 

berimplikasi pada span of control rentang kendali yang menjadi 

tantangan pada 2 (dua) hal yaitu: 

 Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pemda provinsi dengan 

kabupaten/kota maupun antar unit kerja dalam pencapaian hasil 

kerja yang optimal dan mekanisme koordinasi yang belum berjalan 

dengan baik. 

 Hubungan antar daerah maupun antar pusat-pusat pemerintahan 

dengan sebagian besar masyarakat memberikan efek sulitnya 

membangun koordinasi maupun implementasi pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

- Masih tingginya egoisme sempit dari daerah otonom. Kondisi ini sering 

menyebabkan terjadinya stagnasi implementasi kebijakan di lapangan 

hanya disebabkan hal-hal yang sepele, seperti tindakan “menutup diri” 

sehingga terjadi kurang koordinasi berujung pada mis-komunikasi dan 

semacamnya. Begitu pula akibat koordinasi yang kurang lancar 

menyebabkan hal-hal penting yang mesti dikerjasamakan dan 

membawa keuntungan besar justru terhambat atau tidak sama sekali. 
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- Keselarasan dan harmonisasi antara regulasi dengan perkembangan 

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional maupun di tingkat 

lokal memiliki problem tersendiri. Sesungguhnya telah terjadi 

perubahan yang cukup mendasar penyelenggaraan pemerintahan dari 

model sentralisasi ke desentralisasi beserta pengembangannya. 

Dengan kata lain, regulasi yang ada saat ini perlu segera dilakukan 

penyesuaian dan revisi peraturan secara lebih komprehensif agar 

mampu mengakomodir perkembangan yang terjadi kini dan ke depan. 

- Kuantitas Aparatur Sipil Negara pada lingkup Biro Pemerintahan masih 

terbatas, dan dalam realitas pekerjaan masih sangat membutuhkan 

ketersediaan pegawai yang memadai karena beban tugas/kerja yang 

diemban cukup besar. Hal ini disebabkan antara lain: 

 Cakupan tugas pada umumnya meliputi 11 (sebelas) Kabupaten/ 

Kota, dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan Provinsi serta 

Pemerintah Pusat; 

 Frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dengan Perangkat Daerah 

terkait, instansi vertikal maupun institusi yang bersinggungan 

dengan tugas pokok dan fungsi 

 Bersentuhan dengan pelayanan administrasi pimpinan yaitu 

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan DPRD baik Provinsi 

maupun Kabupaten/ Kota,  

2.4.2. Peluang : 

- Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan aparatur 

yang bersih dan berwibawa dan mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik, maka memberikan dorongan bagi Biro Pemerintahan Setda 

Maluku untuk bekerja lebih maksimal lagi.  

- Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda 

Maluku, maka dukungan Pimpinan Daerah menjadi sebuah kontribusi 

penting bagi pimpinan dan staf Biro Pemerintahan. 
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- Biro Pemerintahan Setda Maluku memperoleh alokasi program dan 

kegiatan melalui pos APBN. Ini menunjukkan adanya dukungan kuat 

dari Pemerintah Pusat kepada kinerja Biro Pemerintahan Setda 

Maluku. 

- Tersedianya lembaga pelatihan pegawai/Diklat yang memungkinkan 

ditempuhnya kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur Biro 

Pemerintahan Setda Maluku. Begitu pula dengan adanya himbauan 

atau anjuran dari Pimpinan Daerah agar setiap Aparatur Birokrasi di 

Provinsi Maluku senantiasa memperhatikan aspek pengembangan diri 

dan potensi sumberdaya manusianya melalui pendidikan formal. 

- Kualifikasi pendidikan pejabat pada Biro Pemerintahan Setda Maluku 

cukup signifikan, dimana terdapat sembilan pegawai yang berlatar 

belakang pendidikan magister (S2) dan sembilan lainnya berpendidkan 

sarjana (S1).  

Beberapa kegiatan yang memiliki tantangan dan peluang besar dalam 

pelaksanaan pengembangan pelayanan Biro Pemerintahan pada lima tahun 

kedepan, yaitu: 

1. Pelaksanaan PATEN di Kabupaten/ Kota 

Tantangan: 1) Sesuai ketentuan pelaksanaan PATEN sudah 

dilaksanakan diseluruh Kecamatan pada tahun 2015, sementara sampai 

dengan tahun 2019 baru terdapat 10 Kecamatan dari 118 Kecamatan di 

Provinsi Maluku yang telah melaksanakan PATEN, 2) Dukungan 

anggaran yang masih minim 

Peluang: 1) Masih adanya waktu yang diberikan oleh Pemerintah pusat 

dalam pelaksanaan PATEN mengingat kunci utama keberhasilannya 

adalah pada kewenangan Bupati/ Walikota yang dilimpahkan kepada 

Camat, 2) Regulasi dan kebijakan yang terus diperkuat oleh Pemerintah 

dalam mendukung percepatan PATEN,  3) Dukungan Pemerintah Provinsi 

dalam mewujudkan pemerintahan yang mempunyai tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih. 
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2. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum 

Tantangan: 1) Substansi desa pemekaran merupakan tuntutan 

masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari sebuah 

pemerintahan sehingga bersifat dinamis sesuai kebutuhan aspirasi 

masyarakat dan pemerintah Daerah, sampai dengan tahun 2019 hanya 

tersisa Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah mengusulkan Desa 

persiapan sebagai bagian dari pemekaran desa. 

Peluang:1) Regulasi yang menata desa sudah sangat sistematis dan 

jelas, dan Sumber daya Manusia Pemerintah Provinsi Maluku yang 

tersedia terbentuk dalam sebuah Tim Penata Desa. 

3. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah. 

Tantangan: peran Gubernur yang sangat strategis menyebabkan banyak 

tugas dan wewenang yang belum optimal dilaksanakan 

Peluang: 1) Telah diterbitkannya regulasi terbaru tentang peran Gubernur 

yaitu PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Wewenang 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

4. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan  

Tantangan: 1) Permasalahan Fasilitasi Pembebasan dan pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bersifat dinamis 

karena lebih menggunakan pendekatan kebijakan pimpinan, 2) Kebijakan 

anggaran yang sering menghambat pelaksanaan kegiatan, 3) Belum 

optimalnya koordinasi antar instansi dalam menyikapi masalah 

pertanahan. 

Peluang: 1) Dukungan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur untuk 

mewujudkan substansi pengadaan tanah bagi kepentingan umum, 2) 

adanya regulasi yang jelas terkait mekanisme dan pentahapan 

pelaksanaan Pembebasan dan pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum. 
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5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah  

Tantangan: 1) Tingginya egoisme dari otonomi daerah, keselarasan dan 

harmonisasi antara regulasi dengan perkembangan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Peluang: 1) Dukungan dan optimis Pemerintah Pusat dalam penyelesaian 

masalah-masalah batas, 2) Sumber daya Manusia aparatur yang mampu 

menjawab kebutuhan pekerjaan.  

6. Koordinasi dan Fasilitasi Pemekaran Daerah 

Tantangan: 1) Penerapan good Governance yang mengharuskan Biro 

Pemerintahan bekerja lebih efektif dan efisien, 2) belum optimalnya 

pelaksanaan koordinasi antar unit kerja maupun antar tingkat 

pemerintahan Provinsi dengan Kabupaten/ Kota, 3) Karakteristik wilayah 

Maluku yang mengakibatkan rentang kendali cukup jauh. 

Peluang: Komitmen, dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku baik 

eksekutif maupun legialatif dalam mendorong pemekaran daerah.  

7. Fasilitasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pemilu KDH/WKDH, Legislatif 

dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 

Tantangan: 1) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar unit kerja/ 

instansi terkait maupun antar tingkat pemerintahan Provinsi dengan 

Kabupaten/ Kota, 2) Karakteristik wilayah Maluku yang mengakibatkan 

rentang kendali yang cukup jauh. 

Peluang: 1) Agenda yang sudah terencana dengan baik di tingkat daerah 

sampai nasional, 2) Anggaran operasional yang tersedia dan dukungan  

lembaga yang berkompeten dengan pelaksanaan Pemilu.  

8. Fasilitasi Penyusunan LPPD 

Tantangan: 1) Penerapan good Governance yang mengharuskan Biro 

Pemerintahan bekerja lebih efektif dan efisien, 2) belum optimalnya 
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pelaksanaan koordinasi antar unit kerja maupun antar tingkat 

pemerintahan Provinsi dengan Kabupaten/ Kota, 3) Karakteristik wilayah 

Maluku yang mengakibatkan rentang kendali yang cukup jauh. 

Peluang: 1) Komitmen pemerintah untuk mewujudkan aparatur yang 

bersih dan berwibawa mendorong biro untuk bekerja lebih optimal,           

2) Kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara Biro Pemerintahan cukup 

mampu menjawab tugas dan pencapaian kinerja.  

9. Fasilitasi Pelaksanaan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  

Tantangan: 1) Penerapan good Governance yang mengharuskan Biro 

Pemerintahan bekerja lebih efektif dan efisien, 2) belum optimalnya 

pelaksanaan koordinasi antar unit kerja maupun antar tingkat 

pemerintahan Provinsi dengan Kabupaten/ Kota. 

Peluang: 1) Komitmen pemerintah untuk mewujudkan aparatur yang 

bersih dan berwibawa mendorong biro untuk bekerja lebih optimal,           

2) Kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara Biro Pemerintahan cukup 

mampu menjawab pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja.  

10. Fasilitasi P3D) Fasilitasi Penyerahan Pembiayaan, Peralatan, Personil 

dan Dokumentasi (P3D) 

Tantangan: Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar unit kerja/ 

instansi terkait maupun antar tingkat pemerintahan Provinsi dengan 

Kabupaten/ Kota,  

Peluang: 1) Komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan 

P3D, 2) Kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara Biro Pemerintahan 

cukup mampu menjawab pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja.  

 



Target Target Target 

NSPK IKK Indikator

Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Terlaksananya tugas administrasi perkantoran. 12 12 bln - 100 100 100 100 100 12 12 12 12 12

2 Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat untuk kelancaran administrasi perkantoran 12 12 - 100 100 100 100 12 12 12 12 12

3 Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 12 - 100 100 100 100 12 12 12 12 12

4 Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat 12 12 - 100 100 100 100 12 12 12 12 12

5 Terlaksananya pelayanan rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 12 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Presentase Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana aparatur. 12 12 100 100 100 100

7 Terpelihara dengan baik kendaraan dinas/operasional yang dimiliki 1 1 Mbl - - 100 100 - - 1 1 1

8 Terpelihara/terawat dengan baik sarana dan prasarana yang dimiliki 16 16 unit 100 100 100 100 6 6 16 16 6

9 Tersedianya sumber daya aparatur yang memahami bidang tugasnya 100

10 Presentase Terlaksananya program KTP el dan penyusunan data base kependudukan yang lebih baik. 100 100 100 100 100

11 Tersedianya data kependudukan serta terpeliharanya sarana SIAK Provinsi Maluku 1 1 documen 100 100 100 100 1 1 1 - -

12 Terkoordinirnya penyelenggaraan kependudukan dan Capil di Provinsi Maluku yang taat azas dan 

aturan,tertib dan bersinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan kab/kota

2 100

13 Tersedianya data hasil supervisi, evaluasi dan pelaporan

14 Presentase penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan terbinanya perangkat daerah 

di Provinsi maupun Kab/Kota

100 100

15 Jumlah anggota Tim Asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Maluku 7 7 Orang 100 100 100 100 7 7 7 7 7

16 Tersusunnya buku kode dan data wilayah Provinsi Maluku

17 Terfasilitasinya kegiatan rapat bersama pemda kabupaten/kota untuk menyajikan informasi dan isu 

strategis sebagai anggota APPSI

1 1 kali 100 100 100 100 1 1 1 1 1

18 Terlaksananya Rapat Forkopimda

19 Terfasilitasinya penyelesaian sengketa pertanahan 100 100

20 Presentase permasalahan pertanahan yang terealisasikan 100 100

21 Presentase lahan pertanahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum 100 100

22 Tersedianya data dalam pengambilan kebijakan di bidang pertanahan 100

23 Kualitas maupun Kuantitas LPPD semain bak dari waktu ke waktu 100

24 Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 1 1 documen 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1

25 Jumlah dokumen LPPD yang diselesaikan 1 tahun 1 1 documen 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1

26 Terevaluasinya Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 100

100

100

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA MALUKU

Tabel 2.8.

100

100

NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke-

28



Target Target Target 

NSPK IKK Indikator

Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke-

27 Tereksposnya laporan penyelenggaraan pembangunan

28 Meningkatnya kesepakatan kerjasama antar daerah yang dapat dikoordinasikan dan difasilitasi 100 100

29 Terkoordinirnya pelaksanaan kerjasama oleh pemerintah daerah di Provinsi Maluku 100

30 Terlaksannya Pertemuan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di Kota Ambon 

Provinsi Maluku

100

31 Terlaksananya kerjasama daerah antara pemerintah daerah yang tergabung dalam FPMMI di bidang 

Ekonomi, Sosial Budaya dan Parawisata

32 Meningkatnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah anggopta FPMMI

33 Implementasi Otonomi Daerah dapat dilaksanakan secara baik dan semakin menuju perbaikan 

proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah
34 Tersedianya data dan informasi pendukung proses pemekaran kabupaten/kota

35 Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah

36 Terevaluasi perkembangan daerah otonomi baru

37 Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pembakuan rupa bumi 11 100 100

38 Terkoordinirnya pelaksanaan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan 12 12 bln 100 100 100 100 100

39 Peningkatan Pemahaman yang komperhensif tentang peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, 

sehingga Hierarkis Pemerintah berjalan secara lebih efektif

100

40 Terfasilitasinya semua penyelenggaraan Pemilu oleh pemerintah daerah sehingga KPU dan Bawaslu 

selaku pelaksana dapat bekerja sesuai ketentuan yang berlaku

100

41 Presentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH yang demokratis 100 100

42 Terkoordinir dan terevaluasinya penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi 

dan kabupaten/kota

43 Efektifitas pengelolaan dan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

kementerian/lembaga didaerah

44 Jumlah kecamatan pada jumlah kabupaten/kota se Maluku yang telah melaksanakan PATEN secara 

baik dan berkualitas

45 Presentase jumlah desa yang difasilitasi proses pemekaran dan kode register oleh Pemprov 100 100

46 Presentase jumlah kecamatan yang difasilitasi proses pemekaran oleh Pemprov 100 100

47 Presentase jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN 100 100

100

100

100

Ambon,       Agustus 2019 
Kepala Biro Pemerintahan  

Setda  Maluku, 
 

 

 

 

Drs. JASMONO, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP.19741226 199412 1 003 
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2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17

Program Administrasi Perkantoran

a.       Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Rp            29.000.000  Rp            60.000.000  Rp            88.000.000  Rp            86.005.000  Rp            20.000.000  Rp            26.050.000  Rp            58.400.000  Rp            63.250.000  Rp            84.254.000  Rp            20.000.000 89,83% 97% 72% 98% 100% 18,64% 22,36%

b.      Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  Rp            28.756.000  Rp            25.000.000  Rp            20.080.000  Rp            20.000.000  Rp            10.041.500  Rp            28.756.000  Rp            25.000.000  Rp            20.080.000  Rp            20.000.000  Rp            10.041.500 100% 100% 100% 100% 100% -21% -21%

c.       Penyediaan Makanan dan Minuman  Rp            25.000.000  Rp            17.060.000  Rp            25.000.000  Rp            25.000.000  Rp            13.715.000  Rp            17.040.000  Rp            12.160.000  Rp            14.432.500  Rp            15.007.000  Rp            13.705.000 68,16% 71% 58% 60% 99,9% -8% -4%

d.      Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran  -  -  -  -  Rp          158.400.000  -  -  -  -  Rp          158.400.000  -  -  -  - 100% 100% 100%

e.      Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Rp          120.801.875  Rp          125.000.000  Rp          150.000.000  Rp          283.000.000  Rp          257.400.000  Rp          102.117.200  Rp          104.041.400  Rp          130.479.000  Rp          259.808.000  Rp          227.298.500 84,53% 83% 87% 92% 88,3% 26% 15%

f.       Rapat–rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah  -  -  -  Rp          116.700.000  Rp          108.900.000  -  -  -  Rp            85.925.200  Rp            82.785.600  -  -  - 74% 76,0% -6,68% -3,65%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

a.       Pengadaan Mobil Jabatan  -  Rp          260.000.000  -  -  -  -  Rp          252.419.000  -  -  -  - 97%  -  -  - 100% 100%

b.      Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional  -  Rp              5.530.000  Rp            15.000.000  Rp            15.000.000  Rp            15.000.000  -  Rp              5.530.000  Rp            14.150.000  Rp            15.000.000  Rp            15.000.000  - 100% 94% 100% 100% 57% 52%

c.       Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor  Rp            50.000.000  Rp            10.000.000  Rp            15.000.000  Rp            15.000.000  Rp            14.000.000  Rp            16.750.000  Rp              5.325.000  Rp            14.950.000  Rp            11.300.000  Rp            11.000.000 33,50% 53% 100% 75% 78,6% -9% -18%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a.       Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Lokarkarya dan Workshop  -  -  Rp            85.000.000  Rp            49.950.000  Rp            61.800.000  -  -  Rp            67.178.600  Rp            46.988.000  Rp            58.061.000  -  - 79% 94% 93,9% -9% -7%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

a.       Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu  Rp            91.475.000  Rp          120.000.000  -  -  -  Rp            78.055.600  Rp          105.310.800  -  -  - 85,33% 88%  -  -  - 31,18% 8,73%

b.      Pengoperasian SIAK secara Terpadu  -  -  Rp          100.000.000  -  -  -  -  Rp            97.981.000  -  -  -  - 98%  -  - 100% 100%

c.       Koordinasi dan sinergitas Penyelenggaraan Kependudukan

dan Pencatatan SIpil
 -  Rp            85.700.000  Rp          100.000.000  -  -  -  Rp            74.538.000  Rp            87.448.000  -  - 87% 87%  -  - 16,69% 17%

d.      Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
 Rp          131.500.000  -  -  -  -  Rp          129.438.000  -  -  -  - 98,43%  -  -  -  - 100% 100%

e.      Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan

Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kab/Kota se-Provinsi Maluku
 Rp          114.475.000  Rp          114.800.000  Rp          100.000.000  -  -  Rp            96.361.200  Rp          102.402.700  Rp            87.219.600  -  - 84,18% 89% 87%  -  - -6,30% -4,28%

Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah

a.       Dukungan Operasional Tim Assistensi  Rp            53.437.500  Rp          119.400.000  Rp          100.000.000  Rp          100.000.000  Rp            74.764.538  Rp            51.937.500  Rp          112.949.600  Rp            95.585.000  Rp            99.061.000  Rp            73.478.800 97,19% 95% 96% 99% 98,3% 20% 20%

b.      Pembinaan administrasi Pemerintahan Umum  Rp          107.825.000  Rp            89.700.000  Rp          100.000.000  Rp            75.000.000  Rp            90.000.000  Rp          101.193.900  Rp            83.129.100  Rp            92.420.400  Rp            73.831.100  Rp            84.743.200 93,85% 93% 92% 98% 94,2% -3% -3%

c.       Koordinasi dan Fasilitasi Keanggotaan APPSI  -  Rp          475.000.000  Rp          120.000.000  Rp          100.000.000  Rp            80.000.000  -  Rp          461.570.000  Rp          105.065.000  Rp            93.217.000  Rp            75.501.000  - 97% 87,6% 93% 94,4% -37% -36%

d.      Rapat-rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  -  -  -  Rp          200.000.000  -  -  -  -  Rp          194.711.000  -  -  -  - 97%  - 100% 100%

e.      Rapat Koordinasi Unsur FORKOPIMDA  -  Rp            80.550.000  -  -  -  -  Rp            75.261.000  -  -  -  - 93%  -  -  - 100% 100%

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

a.       Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pertanahan  Rp            71.850.000  -  -  -  -  Rp            60.418.200  -  -  -  - 84,09%  -  -  -  - 100% 100%

b.      Koordinasi Penyelesaian Pembebasan Lahan Lokasi Ibukota 

Provinsi di Makariki
 Rp            37.800.000  -  -  -  -  Rp              1.050.000  -  -  -  - 2,78%  -  -  -  - 100% 100%

c.       Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pertanahan.  -  Rp          240.000.000  Rp            91.600.000  Rp          100.000.000  -  -  Rp          223.573.600  Rp            88.032.000  Rp            88.038.800  -  - 93% 96% 88%  - -26% -30%

d.      Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Infrastruktur  -  -  Rp          394.582.500  Rp          789.183.000  -  -  -  Rp          386.522.500  Rp          691.026.200  -  -  - 98% 88%  - 100% 78,78%

e.      Pengadaan dengan Luas Kurang dari 5 Ha  -  -  -  -  Rp          151.829.186  -  -  -  -  Rp          124.131.500  -  -  -  - 81,8% 100% 100%

f.       Pengaadaan dengan Luas Lebih dari 5 Ha  -  -  -  -  Rp          173.580.000  -  -  -  -  Rp          142.364.800  -  -  -  - 82,0% 100% 100%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a.       Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah kepada Masyarakat
 -  -  Rp            55.000.000  Rp            50.000.000  -  -  -  Rp            47.391.000  Rp            49.257.000  -  -  - 86% 99%  - -9,09% 3,94%

Program Perencana Pembangunan Daerah

a.       Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan

Presiden/Wapres yang lebih Berkualitas, Demokratis, Jujur dan Adil
 Rp          254.920.000  -  -  -  -  Rp          239.818.700  -  -  -  - 94%  -  -  -  - 100% 100%

b.      Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah
 Rp          179.325.000  Rp          230.000.000  Rp          225.000.000  Rp          225.000.000  Rp          332.000.000  Rp          173.813.100  Rp          210.980.900  Rp          197.532.100  Rp          217.684.600  Rp          308.569.200 96,93% 92% 88% 97% 92,9% 18% 17%

Tabel 2.9.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA MALUKU

Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi Anggaran pada 

Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
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2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17

Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi Anggaran pada 

Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan

Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a.   Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah

oleh Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Maluku
 Rp          117.150.000  Rp          106.474.000  Rp            74.737.500  Rp            75.000.000  Rp          100.000.000  Rp            92.721.200  Rp            99.132.100  Rp            68.832.500  Rp            72.665.000  Rp            83.350.900 79,15% 93% 92% 97% 83,4% -1% -1%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

a.       Koordinasi penyiapan data dan informasi pendukung proses

pemekaran daerah
 -  Rp          145.000.000  Rp          150.000.000  -  -  -  Rp          134.307.500  Rp          103.580.100  -  -  - 93% 69%  -  - 3,45% -22,88%

b.      Fasilitasi Penyiapan Data Informasi Pendukung Proses

Pemekaran Daerah
 Rp          124.200.000  -  -  Rp            75.000.000  Rp            67.500.000  Rp          120.026.700  -  -  Rp            68.102.239  Rp            51.886.000 96,64%  -  - 91% 76,9% -25% -34%

c.       Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke

Daerah Pemekaran
 Rp            75.000.000  -  -  -  -  Rp            69.194.800  -  -  -  - 92,26%  -  -  -  - 100% 100%

d.      Koordinasi Percepatan Penyerahan P3D  -  -  Rp          300.000.000  Rp            75.000.000  Rp            67.500.000  -  -  Rp          281.857.700  Rp            72.009.000  Rp            64.442.949  -  - 94% 96% 95,5% -43% -42%

e.      Fasilitasi Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar daerah Kab/Kota
 Rp          102.425.000  Rp          135.000.000  -  -  -  Rp            93.801.900  Rp          125.508.200  -  -  - 91,58% 93%  -  -  - 31,80% 33,80%

f.       Koordinasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah

Administrasi Antar Daerah
 -  -  Rp          100.000.000  Rp            75.000.000  Rp          103.600.000  -  -  Rp            81.569.000  Rp            59.373.000  Rp          100.324.300  -  - 82% 79% 96,8% 7% 21%

g.       Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah  Rp          200.000.000  Rp          145.000.000  Rp          150.000.000  Rp          150.000.000  Rp          225.000.000  Rp          181.328.800  Rp          134.328.600  Rp          134.588.800  Rp          143.960.600  Rp          218.216.700 90,66% 93% 90% 96% 97,0% 6% 8%

h.      Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi di Provinsi

Maluku
 Rp            47.500.000  Rp          100.000.000  Rp          100.000.000  Rp            75.000.000  Rp            75.000.000  Rp            45.090.500  Rp            91.143.300  Rp            88.388.700  Rp            68.552.000  Rp            70.306.706 94,93% 91% 88% 91% 93,7% 21% 20%

i.        Koordinasi Pemekaran Kecamatan di Kab/Kota  -  -  Rp          100.000.000  Rp            75.000.000  -  -  -  Rp            86.845.800  Rp            60.425.000  -  -  - 87% 81% -25,0% -30,42%

j.        Desain Besar Penataan Daerah  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Program Perbaikan Proses Politik

a.       Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berkualitas
 -  Rp          422.070.000  Rp          203.550.000  Rp          400.000.000  Rp          458.469.348  -  Rp          403.821.566  Rp          188.987.000  Rp          341.712.600  Rp          437.474.300  - 96% 93% 85% 95,4% 20% 19%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah 

Daerah
a.       Koordinasi dan supervisi penyelenggaraan dekonsentrasi dan

tugas pembantuan lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kab/Kota

se-Maluku

 Rp          112.925.000  Rp          103.404.000  -  -  -  Rp          101.302.500  Rp            88.264.500  -  -  - 89,71% 85%  -  -  - -8,43% -12,87%

b.      Koordinasi, supervisi dan evaluasi penyelenggaraan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kemendagri Republik

Indonesia di Daerah.

 -  -  Rp            99.000.000  Rp            75.000.000  Rp            80.000.000  -  -  Rp            88.645.000  Rp            67.850.400  Rp            76.579.800  -  - 90% 90% 95,7% -9% -5%

c.       Tindak Lanjut Surat Edaran bersama (SEB) 3 Menteri tentang

efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah
 Rp            94.250.000  Rp            95.000.000  -  -  -  Rp            78.650.900  Rp            89.101.800  -  -  - 83,45% 94%  -  -  - 0,80% 13,29%

d.      Fasilitasi Pelaksanaan Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kab/Kota
 Rp          132.350.000  -  -  -  -  Rp          118.086.400  -  -  -  - 89,22%  -  -  -  - 100% 100%

e.      Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan

(PATEN) di Kab/Kota
 -  Rp          129.700.000  Rp          100.000.000  Rp            75.000.000  Rp          120.000.000  -  Rp          120.502.800  Rp            89.744.000  Rp            70.795.000  Rp          115.112.500  - 93% 90% 94% 95,9% 4% 5%

f.       Koordinasi Penyelesaian Asset/Barang Milik Negara di daerah

yang bersumber dari Dekonsentrasi dan TP Lingkup Kemendagri
 -  -  Rp          100.000.000  Rp            75.000.000  -  -  -  Rp            92.250.000  Rp            68.751.000  -  -  - 92% 92% -25% -25,47%

g.       Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kab/Kota
 -  -  Rp          100.000.000  Rp            75.000.000  Rp          112.091.463  -  -  Rp            90.182.100  Rp            70.795.000  Rp          107.528.000  -  - 90% 94% 95,9% 12% 15%

Tanpa Program

Non Program  Rp            35.400.000  Rp            23.400.000 66,10% 100% 100%

Pertemuan Forum Melanesia di Ambon (Tanpa Program)  -  -  Rp          300.000.000  -  -  -  -  Rp            72.609.400  -  -  -  - 24%  -  - 100% 100%

Jumlah 2.337.365.375Rp      3.439.388.000Rp      3.326.550.000Rp      3.549.838.000Rp      2.970.591.035Rp      2.046.403.100Rp      3.198.701.466Rp      3.077.796.800Rp      3.210.099.739Rp      2.730.302.255Rp       -  -  -  -  -  -  - 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  Biro 

Pemerintahan 

Permasalahan utama penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi Pemerintah 

Provinsi Maluku, khususnya Biro Pemerintahan Setda Maluku adalah berkaitan 

dengan belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

implementasi otonomi daerah secara baik, selanjutnya dapat diklasifikasikan  

dalam dua aspek permasalahan diikuti dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu : 

A. Permasalahan pada aspek pengorganisasian dan ketatalaksanaan/ 

administrasi.  

- Dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah masih belum maksimal 

dalam menata desa. 

- Penguatan peran Gubernur telah berjalan, namun dalam 

implementasinya belum mencapai hasil maksimal, seperti belum 

terbentuknya kelembagaan peran Gubernur,  masih banyak terjadinya 

ketidak patuhan Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan koordinasi antar 

pemerintahan yang berkaitan dengan usulan atau administrasi 

pemerintahan. 

- Belum optimalnya dukungan supervisi dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan penyelenggaraan pembinaan pemerintahan 

kecamatan, sebagai wujud penguatan peran gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat di daerah. 

- Masih rendahnya penerapan PATEN di Provinsi Maluku karena belum 

terpenuhinya persyaratan substantif sebagai akibat dorongan Pemerintah 

Kabupaten/ Kota yang lemah.  
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- Fasilitasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemilu Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemilu Legislatif dan Pemilu 

Presiden/Wakil Presiden belum maksimal, seperti berkaitan dengan 

koordinasi dan fasilitasi data pemilih  yang senantiasa berubah-ubah, dan 

permasalahan pemilih di daerah perbatasan 

- Belum efektifnya pemberlakuan otonomi daerah dalam berbagai aspek; 

- Masih terdapat permasalahan penegasan batas antar daerah (desa, 

kecamatan maupun kabupaten/kota) yang belum terselesaikan bahkan 

seluruh desa harus mempunyai batas yang jelas sementara sampai saat 

ini belum ada satupun desa di Provinsi Maluku yang mempunyai batas 

desa dengan titik koordinat masing-masing; 

- Semangat pemekaran daerah cenderung didasarkan kepada 

kepentingan yang bersifat politis, dan bukan sebuah kebutuhan 

kemajuan daerah dan masyarakat; 

- Data program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum 

terkoordinir secara baik; 

- Belum terlaksananya tindak lanjut kerjasama antar daerah sesuai dengan 

kesepakatan; 

- Implementasi Reformasi Birokrasi belum berjalan sebagaimana yang 

diharapkan; 

- Permasalahan ego sektoral masih menjadi faktor penghambat, sehingga 

proses koordinasi antar instansi maupun antar pemerintah daerah belum 

berjalan secara optimal; 

B. Permasalahan pada aspek sumber daya manusia. 

- Dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, maka 

dibutuhkan pejabat dan pegawai yang memiliki kompetensi yang 

berkesesuaian, oleh karena itu, dibutuhkan latar belakang pendidikan 

kepamongan dan pemerintahan; 
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- Penguasaan teknologi modern dan digital oleh aparatur masih rendah, 

sehingga masih menjadi kendala dalam pekerjaan; 

- Masih terbatasnya kuantitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan 

tugas yang sifatnya implementasi pada seluruh Kabupaten dan Kota, 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan; 

- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ataupun 

lainnya masih terkendala oleh masih rendahnya pemahaman aparatur 

pelaksana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  permasalahan diatas adalah sebagai 

berikut: 

- Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan 

penyesuaian dan penyelarasan regulasi, baik di tataran undang-undang, 

peraturan pemerintah maupun aturan di bawahnya; 

- Masih lemahnya dukungan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) terhadap 

pelaksanaan tugas kecamatan dan desa;  

- Masih rendahnya dukungan pembiayaan guna implementasi tugas pokok 

dan fungsi, sehingga dalam aplikasi pekerjaan belum dapat berjalan 

secara maksimal; 

- Belum terciptanya sistem yang terintegrasi secara komprehensif dalam 

mencapai target-target yang hendak dicapai; 

- Fasilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) belum maksimal 

membantu pelaksanaan tugas aparatur. 
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Tabel 3.1 
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  

Pembangunan Daerah  
 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

 Belum terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan 
implementasi otonomi 
daerah secara baik 

1. Belum Optimalnya 
aspek 
pengorganisasian 
dan 
ketatalaksanaan/ 
administrasi 

1. Dukungan dan perhatian Pemerintah 
Daerah masih belum maksimal dalam 
menata desa. 

2. Rendahnya Kepatuhan Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam menjalankan 
kebijakan daerah terkait kewenangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

3. Belum efektifnya pemberlakuan otonomi 
daerah dalam berbagai aspek 

4. Belum terselesainya permasalahan 
batas-batas daerah dan desa 

5. Motivasi pemekaran daerah yang belum 
mengutamakan kemajuan masyarakat 

6. Data program dan kegiatan 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
belum terkoordinir secara baik; 

7. Belum terlaksananya tindak lanjut 
kerjasama antar daerah sesuai dengan 
kesepakatan; 

8. Implementasi Reformasi Birokrasi belum 
berjalan sebagaimana yang diharapkan; 

9. Permasalahan ego sektoral masih 
menjadi faktor penghambat, sehingga 
proses koordinasi antar instansi maupun 
antar pemerintah daerah belum berjalan 
secara optimal; 

 

  2. Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
Organisasi yang 
belum optimal 

 

1. Dinamika penyelenggaraan 
pemerintahan yang semakin kompleks, 
maka dibutuhkan pejabat dan pegawai 
yang memiliki kompetensi yang 
berkesesuaian, oleh karena itu, 
dibutuhkan latar belakang pendidikan 
kepamongan dan pemerintahan; 

2. Penguasaan teknologi modern dan digital 
oleh aparatur masih rendah, sehingga 
masih menjadi kendala dalam pekerjaan; 

3. Masih terbatasnya kuantitas Sumber 
Daya Aparatur dalam pelaksanaan tugas 
yang sifatnya implementasi pada seluruh 
Kabupaten dan Kota, Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan; 

4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah ataupun lainnya 
masih terkendala oleh masih rendahnya 
pemahaman aparatur pelaksana di 
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 
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3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Visi menggambarkan tentang kondisi Provinsi Maluku yang diharapkan terwujud 

atau tercapai pada akhir periode pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur  

masa jabatan 2019-2024, adalah sebagai berikut : “Maluku yang Terkelola 

Secara Jujur, Bersih dan Melayani Terjamin dalam Kesejahteraan dan 

Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”. 

Dalam rumusan Visi tersebut mengandung makna bahwa : 

- Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani; 

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala 

bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban 

melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Maluku. 

- Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan; 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur 

beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen 

kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masayarakat dan 

memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi  masyarakat diseluruh 

wilayah Provinsi Maluku. 

- Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan; 

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi 

Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat maluku. 

Untuk menuju pencapaian Visi dengan makna tersebut, terdapat penguatan 

pada 6 (enam) misi sebagai target pencapaian pencapaian daerah dalam kurun 

waktu 2019-2024, sebagai berikut : 
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1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani. 

 

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi  yang ingin dicapai, baik 

berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, 

optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif. 

2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan 

terjangkau. 

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru 

maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta 

memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan 

terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku, demikian halnya 

dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka ketersediaan dokter dan 

tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, 

berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan 

dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, 

akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta 

kesejahteraan masyarakat. 

3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah 

kepulauan Maluku yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat 

untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan 

ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber 

daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta 

memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan 

iklim dan mitigasi bencana.  
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4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau. 

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan 

berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta 

ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan 

berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku. 

 

5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan 

pariwisata. 

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif 

secara berkelanjutan dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik 

dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta 

seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan 

lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap 

menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif 

terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah 

dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah 

kebudayaan yang beraneka ragam.  

 

6) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri 

dan berprestasi. 

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri 

terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi 

olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. 

Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap 

memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok 

masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip  tujuan pembangunan 

berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan ( no one left behind ).   
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku, 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.2.     

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 

 

No Misi Tujuan Sasaran 

1 2 3 4 

1 Mewujudkan birokrasi yang  

dinamis, jujur,  bersih dan 

melayani 

Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

dan bersih 

Meningkatnya kinerja 

pemerintah daerah 

Meningkatkan kerjasama 

antar pemerintahan 

Terwujudnya kolaborasi 

antar pemerintah dan pihak 

lainnya dalam pembang-

unan yang sinergis dan 

integratif 

2. Meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kesehatan, 

murah dan terjangkau 

Terwujudnya pendidikan 

yang berkualitas dan 

merata di seluruh wilayah 

Tersedianya akses pen-

didikan yang berkualitas 

dan merata di seluruh 

wilayah 

Terwujudnya pelayanan 

kesehatan yang bermutu 

dan merata 

Meningkatkan akses pela-

yanan kesehatan yang 

bermutu dan merata 

3. Pengelolaan sumberdaya 

alam yang berkelanjutan 

Meningkatkan kemampuan 

ketahanan pangan daerah 

Meningkatnya akses ma-

syarakat terhadap komoditi 

pangan 

4 Peningkatan infrastruktur 

dan konektivitas gugus 

Mengoptimalkan implemen-

tasi pembangunan berbasis 

gugus pulau 

Mewujudkan kemandirian 

wilayah 
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pulau Meningkatkan sarana dan 

prasarana wilayah 

Mewujudkan konektivitas 

wilayah dan ketersediaan 

infrastruktur 

5 Meningkatkan suasana 

kondusif untuk investasi, 

budaya dan pariwisata 

Peningkatan karakter  kehi-

dupan  masyarakat berbasis 

kearifan lokal 

Meningkatkan ketahanan 

budaya lokal 

Meningkatkan kerukunan  

antar masyarakat yang 

damai, dan harmonis 

Mewujudkan kerukunan, 

ketertiban dan keamanan 

yang kondusif dan  

berkelanjutan dengan 

dukungan masyarakat serta 

kerjasama yang harmonis 

antara pemerintah, TNI, dan 

Polri. 

Meningkatkan investasi dan 

kemudahan berusaha 

Meningkatnya nilai investasi 

dan penyerapan tenaga 

kerja 

Meningkatkan ekonomi 

daerah melalui pengemba-

ngan pariwisata 

Meningkatkan pariwisata 

daerah 

Pembangunan kawasan 

industri dan kawasan 

ekonomi 

6. Mewujudkan sumber daya 

manusia yang professional, 

kreatif, mandiri dan 

berpartisipasi 

Membangun sumber daya 

manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing 

Meningkatnya peran pemu-

da dlm pembangunan dan 

prestasi olahraga 

Meningkatnya sumber daya 

manusia yang berdaya 

saing 

Meningkatkan kualitas hidup 

kelompok rentan 

Meningkatnya akses dan 

manfaat pembangunan 

untuk semua 
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Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Setda 

Maluku, maka misi yang terkait adalah : Mewujudkan birokrasi yang  dinamis, 

jujur,  bersih dan melayani. 

Berikut ini, hubungan antara misi dengan sasaran, strategis dan arah kebijakan 

yang disusun dari tahun ke tahun perencanaan mulai tahun 2019 s.d 2024 

sebagai pedoman bagi prioritas dan fokus pembangunan daerah secara umum, 

sebagai berikut: 

1. Misi 

Mewujudkan birokrasi yang  dinamis, jujur,  bersih dan melayani 

 

2. Sasaran 

- Meningkatnya kinerja pemerintah daerah. 

- Terwujudnya kolaborasi antar pemerintah dan pihak lainnya dalam 

pembangunan yang sinergis dan integratif. 

 

3. Strategi 

- Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, pengelolaan aset yang 

profesional; peningkatan kinerja kelembagaan; Peningkatan kualitas 

reformasi birokrasi; peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, 

pengendalian/ pengawasan dan evaluasi berbasis teknologi informasi; 

peningkatan kompetensi aparatur. 

- Meningkatkan koordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 

peningkatan kerjasama pembangunan. 

 

4. Arah Kebijakan 

 Tahun 2019 

- Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 

- Revitalisasi tata kelola pemerintahan; 

- Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 

merata dan terjangkau; 

- Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; 

- Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata; 
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- Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis  dan berbudaya yang 

mendukung aktifitas ekonomi dan investasi serta pariwisata; 

- Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sdm menuju sumber daya 

manusia maluku yang unggul. 

 

 Tahun 2020 

- Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 

- Revitalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu layanan 

publik; 

- Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 

merata dan terjangkau; 

- Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan 

industri pengolahan secara berkelanjutan; 

- Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata; 

- Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis  dan berbudaya yang 

mendukung aktifitas ekonomi dan investasi serta pariwisata; 

- Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia 

menuju sumber daya manusia maluku yang unggul. 
 

 Tahun 2021 

- Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 

- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu  

layanan publik; 

- Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 

merata dan terjangkau; 

- Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan 

industri pengolahan secara berkelanjutan; 

- Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata 

dan berkualitas; 

- Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang 

mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui  investasi dan 

pariwisata; 
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- Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia  

menuju sumber daya manusia maluku yang unggul. 

 

 Tahun 2022 

- Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 

- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu  

layanan publik; 

- Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 

merata dan terjangkau; 

- Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri 

pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan; 

- Pemantapan infrastruktur dan konektifitas gugus pulau secara merata 

dan berkualitas; 

- Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang 

mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui  investasi dan 

pariwisata; 

- Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju 

sumber daya manusia maluku yang unggul. 

 

 Tahun 2023 

- Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 

- Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan 

layanan publik yang berkualitas; 

- Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 

merata dan terjangkau; 

- Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri 

pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan; 

- Pemantapan infrastruktur dan konektifitas gugus pulau secara merata 

dan berkualitas; 

- Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang 

mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui  investasi dan 

pariwisata; 
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- Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju 

sumber daya manusia maluku yang unggul secara merata. 

 

 Tahun 2024 

- Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. 

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan 

layanan publik yang berkualitas. 

- Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 

merata dan terjangkau. 

- Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri 

pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan. 

- Pemantapan infrastruktur dan konektifitas gugus pulau secara merata 

dan berkualitas. 

- Pemantapan suasana kondusif, damai,  harmonis dan berbudaya yang 

mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui  investasi dan 

pariwisata. 

- Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia 

menuju sumber daya manusia maluku yang unggul secara merata. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Biro Pemerintahan Setda Maluku 

menyajikan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil 

Gubernur Maluku periode 2019 s.d. 2024, sebagai berikut: 

 Visi  

Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani terjamin dalam  

kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. 

 

 Misi 

Mewujudkan birokrasi yang  dinamis, jujur,  bersih dan melayani. 

 Permasalahan Tupoksi 

- Supervisi dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kecamatan belum 

optimal. 

- Belum efektifnya implementasi otonomi daerah dalam berbagai aspek. 
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- Penyelenggaraan tugas-tugas bina administrasi kewilayahan belum 

berlangsung sebagaimana yang diharapkan. 

- Masih rendahnya alokasi pembiayaan program dan kegiatan 

- Koordinasi antar instansi belum optimal. 

 Faktor Penghambat 

- Kewenangan pembinaan Pemerintahan Desa dan kecamatan serta 

membutuhkan koordinasi dan tidak lanjut antar Perangkat Daerah. 

- Grand design otonomi daerah belum tersedia/ tersusun. 

- Belum semua SPM yang tersusun. 

- Ego sektoral masih sering dikedepankan. 

- Sumberdaya aparatur mitra di jajaran pemda kab/kota masih rendah. 

- Jumlah aparatur di Biro belum memenuhi formasi yang dibutuhkan, 

dimana sesuai hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang 

dilaksanakan oleh Biro Organisasi menyebutkan bahwa masih terjadi 

kekurangan pegawai sebanyak 6 orang PNS. 

 Faktor Pendorong 

- Dukungan dari Pemerintah Pusat sangat signifikan. 

- Penetapan Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2014 memberikan 

kepastian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih selaras 

dengan perkembangan zaman. 

- Terdapat sumberdaya aparatur pada jajaran pejabat dan staf yang 

punya kualitas bagus. 

- Tersedianya pos pembiayaan melalui APBN. 

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

 VISI 

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 

2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan 

kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, 
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keberlanjutan kebijakan pembangunan dan tuntutan perubahan untuk 

mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup Kementerian Dalam 

Negeri dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : 

“Mampu menjadi Poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, 

meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga 

integritas bangsa”. 

Visi tersebut merupakan komitmen, sikap dan arah yang tegas untuk 

mengambil peran bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional sekaligus 

mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan 

sebagai poros jalannya pemerintahan, pemberian pelayanan publik, 

penegakkan demokrasi dan mempertahankan serta menjaga keutuhan dan 

integritas bangsa disaat terjadinya gelombang globalisasi dan tuntutan 

masyarakat untuk mendapat yang terbaik. Beberapa kata kunci yang 

terkandung dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri 

Dimaknai sebagai terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang 

kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri 

melalui pembinaan dan pengawasan secara optimla dan efektif. Hal ini 

sesuai tugas dan fungsinya yaitu menangani urusan pemerintah di 

bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. 

2. Meningkatkan pelayanan publik 

Dimaknai sebagai mampu mendorong terciptanya pelayanan public 

yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap 

penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dalam 

melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan 

masyarakat khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh 

Pemerintah Daerah. 
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3. Menegakkan demokrasi 

Dimaknai sebagai memiliki peran strategis untuk berada di tengah 

masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan 

dan lembaga pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan 

peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat. 

4. Menjaga integritas bangsa 

Dimaknai sebagai sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina 

dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, 

persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah 

kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam 

menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 MISI 

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategic 

yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang 

diangkat di dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri 2015-2019 didasarkan 

pada isu-isu strategis lingkup Kementrian Dalam Negeri untuk lima tahun ke 

depan, yang merupakan penjabaran dari visi Kementrian Dalam Negeri. 

Misi Kementrian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategic 

yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, sebagai berikut: 

1. Memantapkan  ideologi  dan  wawasan  kebangsaan  dengan  memperk

uat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,  kebhinekaan, 

menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun 

karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri; 

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan 

umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan 

ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan 

administrasi kependudukan; 

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi 

daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang 

akuntabel dan berpihak kepada rakyat; 

4. Mendorong  terwujudnya  keserasian  dan  keadilan  pembangunan 

antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah dan desa serta perbatasan; 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif 

dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang 

efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. 

Mencermati peran strategis yang hendak dicapai oleh Kementerian Dalam 

Negeri dengan misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang hendak 

dicapai oleh Provinsi Maluku memilki kaitan erat atau sangat berpengaruh 

dengan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Biro Pemerintahan.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diidentifikasi permasalahan Perangkat 

Daerah menurut telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Visi dan Misi 

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 s.d. 2024 sebagai berikut: 

 Misi 

- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi 

daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang 

akuntabel dan berpihak kepada rakyat. 

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif 

dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang 

efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. 

 

 Permasalahan Perangkat Daerah 

- Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. 

- Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

- Mendorong efektifitas implementasi otonomi daerah yang semakin 

berkualitas. 

 

 Faktor yang mempengaruhi 

Internal 
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- Komitmen Pimpinan Daerah yang kuat. 

- Tersedia anggaran dari pos APBN. 

- Tersedia sumberdaya aparatur yang memadai. 

Eksternal 

- Masih lemahnya koordinasi kerja dari pemda kab/kota. 

- Belum optimalnya koordinasi antar instansi. 

- Tingkat pemahaman aparatur, khususnya kab/kota masih rendah. 

- Belum optimalnya Implementasi otonomi daerah. 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Pada sub bagian ini memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong dari 

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan Perangkat 

Daerah ditinjau dari implikasi RTRW  sebagai berikut : 

 RTRW terkait Tupoksi Perangkat Daerah 

- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 

perkembangan antar wilayah Kabupaten/ Kota serta keserasian antar 

sektor 

 

 Permasalahan Perangkat Daerah 

- Masih terdapat permasalahan penegasan batas antar daerah terutama 

batas desa yang belum terselesaikan. 

- Semangat pemekaran daerah cenderung didasarkan kepada 

kepentingan yang bersifat politis. 

 

 Faktor yang mempengaruhi 

Penghambat 

- Sumber daya aparatur belum maksimal secara kualitas maupun 

kuantitas. 

- Anggaran yang masih terbatas. 

- Sarana dan prasarana pendukung masih minim. 
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Pendorong 

- Adanya dukungan dari pos APBN. 

- Pimpinan daerah memiliki komitmen yang kuat. 

- Dorongan dan keinginan pemekaran daerah datang dari elemen 

masyarakat. 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan identifikasi yang termuat mulai dari gambaran pelayanan, Visi dan 

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku peride 2019 – 2024, Renstra 

Kementerian Dalam Negeri, serta kajian Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi 

Biro Pemerintahan Setda Maluku, adalah penguatan peran Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan 

supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dan 

penguatan sistem dan tata kelola administrasi penyelenggaran pemerintahan.  
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan  

Berdasarkan rencana pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 sebagai 

aktualisasi dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 

dalam lima tahun mendatang, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai 

oleh Biro Pemerintahan Setda Maluku, yaitu : 

a. Terwujudnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah 

provinsi. 

b. Terwujudnya peningkatan tugas-tugas pembinaan administrasi kewilayahan 

melalui koordinasi yang sinergis dengan instansi terkait dan stakeholder 

masyarakat. 

c. Terlaksananya implementasi otonomi daerah yang semakin handal dan 

berkualitas serta fasilitasi administrasi penyelenggara pemerintahan secara 

efektif. 

d. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa/negeri dan 

pembinaan pemerintahan kecamatan secara efektif, dalam rangka 

implementasi penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah. 

 

4.2. Sasaran 

 

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Mengefektifkan implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka 

peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. 

b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penataan pertanahan dan 

penyelesaian sengketa pertanahan dengan pihak terkait sesuai aturan yang 

berlaku. 
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c. Mengawasi dan mendorong upaya sinergitas pelaksanaan dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan. 

d. Mendorong peningkatan kerjasama antar daerah, serta 

mengimplementasikan kesepakatan kerjasama antar daerah yang mampu 

mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. 

e. Memfasilitasi dan menyiapkan kebijakan toponimi dan penamaan rupa bumi 

dalam rangka memperkuat integritas dan eksistensi daerah. 

f. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan dukungan pemerintah daerah 

terhadap pelaksanaan pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah, pemilu 

legislatif dan pemilu presiden yang semakin berkualitas dan demokratis. 

g. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan pemekaran daerah dan 

otonomi daerah. 

h. Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di 

kabupaten/kota melalui penyusunan dan pelaporan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). 

i. Mendorong fasilitasi pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM). 

j. Mendorong pemanfaatan informasi dan data pemerintahan yang berbasis IT 

(Informasi Teknologi). 

k. Mendorong pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri dan 

pembinaan pemerintahan kecamatan serta fasilitasi peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintahan desa dan kecamatan/kelurahan.  

l. Meningkatkan koordinasi dan percepatan penerapan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tataran pemerintahan 

kecamatan. 
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m. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan pemekaran kecamatan, dan 

usulan peningkatan status dusun menjadi desa/negeri guna mendorong 

perbaikan pelayanan publik di tingkat desa/negeri. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tujuan dan sasaran jangka 

menengah berikut ini: 
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Tabel 4.1. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Pemerintahan Setda Maluku 

 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
 Target Kinerja Tahun Ke 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Mewujudkan 

penguatan peran 

gubernur sebagai 

wakil pemerintah 

di daerah 

Terwujudnya implementasi 

kebijakan pemerintah dalam 

rangka peningkatan peran 

gubernur sebagai wakil 

pemerintah di daerah 

Presentase kebijakan yang 

terimplementasi dalam rangka 

penguatan peran Gubernur sebagai 

wakil pemerintah di daerah  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mewujudkan 

peningkatan 

tugas-tugas 

pembinaan 

administrasi 

kewilayahan 

melalui koordinasi 

yang sinergis 

dengan instansi 

terkait dan stake-

holder  

Terwujudnya fasilitasi 

penataan pertanahan 

sesuai aturan yang berlaku 

Penataan penguasaan, kepemilikan 

dan pemanfaatan tanah bagi 

kepentingan umum 

3 
Lokasi 

3 
Lokasi 

3 
Lokasi 

3 
Lokasi 

3 
Lokasi 

5 

Lokasi 

Terwujudnya sinkronisasi 

pelaksanaan dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan. 

Presentase sinkronisasi penyeleng-

garaan Dekon/ TP 

85% 90% 90% 95% 95% 100% 

Tersedianya data kerja 

sama antar daerah dan 

implementasi kesepakatan 

kerjasama antar daerah  

Persentase data kerjasama antar 

daerah yang dilaksanakan 

90% 95% 95% 100% 100% 100% 

Tersedianya data peme-

rintahan yang berbasis IT 

Presentase data pemerintahan 

daerah yang dipublikasikan 

20% 30% 50% 75% 90% 100% 

Mewujudkan 

implementasi 

otonomi daerah 

yang semakin 

handal dan 

berkualitas 

Terwujudnya fasilitasi dan 

koordinasi dukungan pe-

merintah terhadap pelaksa-

naan pilkada, pemilu 

legislatif dan pemilu 

presiden yang berkualitas 

Presentase fasilitasi dukungan 

pelaksanaan Pemilu yang demokratis 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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dan demokratis. 

Terwujudnya fasilitasi dan 

kebijakan toponimi dan 

penamaan rupa bumi guna 

memperkuat integritas dan 

eksistensi daerah 

Presentase nama-nama rupa bumi 

yang terverifikasi sesuai target  

85% 90% 90% 95% 95% 100% 

Terwujudnya koordinasi dan 

fasilitasi kebijakan 

pemekaran daerah dan 

otonomi daerah 

Presentase fasilitasi pemekaran 

daerah dan otonomi daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Terbinanya pelaksanaan 

urusan pemerintahan di 

kabupaten /kota melalui 

penyusunan dan pelaporan 

LPPD dan EPPD 

Presentase LPPD dan EPPD yang 

berkualitas 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Terwujudnya fasilitasi dan 

pelaksanaan dan penerap-

an Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) 

Presentase fasilitasi penerapan SPM  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mewujudkan 

pelaksanaan 

pembinaan 

pemerintahan 

desa/negeri dan 

pembinaan 

pemerintahan 

kecamatan 

secara efektif, 

Terbinanya 

penyelenggaraan peme-

rintahan desa/negeri dan 

pembinaan pemerintahan 

kecamatan/kelurahan serta 

fasilitasi peningkatan 

kapasitas aparatur pe-

merintahan desa dan 

kecamatan/ kelurahan  

Presentase pembinaan penyeleng-

garaan pemerintahan desa/ negeri, 

kelurahan dan kecamatan. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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dalam rangka 

implementasi 

penguatan peran 

gubernur sebagai 

wakil pemerintah 

Terwujudnya koordinasi dan 

percepatan penerapan 

PATEN pada tataran 

pemerintahan kecamatan 

Presentase Kabupaten/ Kota yang 

menerapkan PATEN 

8% 34% 42% 68% 85% 100% 

Terwujudnya fasilitasi dan 

koordinasi usul pemekaran 

kecamatan, serta data 

peningkatan status dusun 

menjadi desa/ negeri.  

Presentase  fasilitasi pemekaran desa 

dan kecamatan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Dalam rangka  mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam 

Bab IV, maka Biro Pemerintahan Setda Maluku menggunakan strategi dan arah 

kebijakan sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 5.1. 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Visi  :  Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan 

Kepulauan 

Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang  dinamis, jujur,  bersih dan melayani 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 

Tujuan 1 

Mewujudkan penguatan peran 

gubernur sebagai wakil 

pemerintah di wilayah provinsi 

 

Terwujudnya implementasi ke-

bijakan pemerintah dalam rangka 

peningkatan peran gubernur 

sebagai wakil pemerintah di daerah 

 

1. Peningkatan implementasi peran 

Gubernur sebagai wakil 

pemerintah di daerah 

 

 

1. Peningkatan koordinasi dengan 

Pemerintah, Pemerintah Kab/ 

Kota, dan instansi vertikal dalam 

rangka menegaskan peran 

strategis gubernur selaku wakil 

pemerintah. 

2. Penyelarasan arah kebijakan 

dengan Kab/ Kota 

Tujuan 2 

Mewujudkan peningkatan tugas 

-tugas pembinaan administrasi 

kewilayahan melalui koordinasi 

yang sinergis dengan instansi 

terkait dan stake-holder 

1. Terwujudnya fasilitasi penataan 

pertanahan sesuai aturan yang 

berlaku Mengawasi dan 

mendorong upaya sinkronisasi 

pelaksanaan dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan. 

2. Terwujudnya sinkronisasi 

pelaksanaan dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan. 

3. Tersedianya data kerja sama 

antar daerah dan implementasi 

kesepakatan kerjasama antar 

1. Sinkronisasi administrasi per 

tanahan dan batas antar daerah, 

dalam rangka implementasi 

otonomi daerah. 

2. Penciptaan koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan 

dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan di provinsi serta 

kabupaten/kota. 

 

 

1. Peningkatan koordinasi dengan 

pemerintah dan pemerintah 

daerah dalam rangka pembinaan 

administrasi kewilayahan. 

2. Penguatan pelaksanaan 

kerjasama antar daerah maupun 

pihak ketiga 

3. Peningkatan penggunaan IT 
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daerah 3. Penguatan  pelaksanaan kerja-

sama antar daerah maupun 

dengan pihak ketiga. 

4. Peningkatan penggunaan 

aplikasi pada seluruh data 

pemerintahan  

Tujuan 3 

Mewujudkan implementasi 

otonomi daerah yang semakin 

handal dan berkualitas 

 

 

 

 

 

1. Terwujudnya fasilitasi dan 

koordinasi dukungan pe-

merintah terhadap pelaksa-naan 

pilkada, pemilu legislatif dan 

pemilu presiden yang 

berkualitas dan demokratis. 

2. Terwujudnya fasilitasi dan 

kebijakan toponimi dan 

penamaan rupa bumi guna 

memperkuat integritas dan 

eksistensi daerah 

3. Terwujudnya koordinasi dan 

fasilitasi kebijakan pemekaran 

daerah dan otonomi daerah 

4. Terbinanya pelaksanaan urusan 

pemerintahan di kabupaten /kota 

melalui penyusunan dan 

pelaporan LPPD dan EPPD  

5. Terwujudnya fasilitasi dan 

pelaksanaan dan penerap-an 

Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) 

1. Fasilitasi, monitoring dan 

dukungan pelaksanaan pilkada, 

pemilu legislatif dan pemilu 

presiden yang demokratis. 

2. Optimalisasi koordinasi dalam 

percepatan nama-nama rupa 

bumi dan data wilayah. 

3. Percepatan proses penataan 

daerah otonom baru sesuai 

kondisi dan kebutuhan obyektif 

daerah. 

4. Pembinaan, monitoring dan 

evaluasi terhadap penyeleng-

garaan pemerintahan kabupaten 

/kota melalui instrument LPPD 

dan EPPD. 

5. Fasilitasi dan Pengoordinasian 

penerapan SPM  

1. Peningkatan fasilitasi dan 

dukungan pelaksanaan pilkada, 

pemilu legislatif dan pemilu 

presiden  

2. Peningkatan koordinasi eksist-

ensi daerah 

3. Optimalisasi penataan daerah 

otonom baru 

4. Peningkatan pembinaan dan 

kinerja daerah melalui LPPD dan 

EPPD 

5. Peningkatan Fasilitasi dan 

Pengoordinasian penerapan SPM 
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Tujuan 4 

Mewujudkan pelaksanaan 

pembinaan pemerintahan 

desa/negeri dan pembinaan 

pemerintahan kecamatan 

secara efektif, dalam rangka 

implementasi penguatan peran 

gubernur sebagai wakil 

pemerintah 

1. Terbinanya penyelenggaraan 

pemerintahan desa/negeri dan 

pembinaan pemerintahan 

kecamatan/kelurahan serta 

fasilitasi peningkatan kapasitas 

aparatur pe-merintahan desa 

dan kecamatan/ kelurahan 

2. Terwujudnya koordinasi dan 

percepatan penerapan PATEN 

pada tataran pemerintahan 

kecamatan 

3. Terwujudnya fasilitasi dan 

koordinasi usul pemekaran 

kecamatan, serta data 

peningkatan status dusun 

menjadi desa/ negeri. 

 

1. Peningkatan pembinaan penye-

lenggaraan pemerintahan desa/ 

negeri dan pembinaan 

pemerintahan kecamatan/ 

kelurahan serta fasilitasi 

peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintahan desa dan 

kecamatan/ kelurahan. 

2. Peningkatan koordinasi dengan 

Pemda Kabupaten/ Kota dalam 

mempercepat penerapan 

PATEN. 

3. Fasilitasi dan pengkoordinasian 

proses pemekaran desa/ negeri 

dan Kecamatan 

1. Peningkatan pembinaan dan 

penyelenggaraan pemerintahan 

dan kapasitas desa/negeri dan 

Kecamatan/ kelurahan. 

2. Peningkatan koordinasi dengan 

Pemda Kabupaten/ Kota dalam 

mempercepat penerapan PATEN 

3. Optimalisasi penataan desa dan 

kecamatan  
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

6.1. Rencana Program dan Kegiatan 

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka Biro Pemerintahan 

Setda Maluku menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku 

2019 – 2024. 

- Program dan Kegiatan yang dibiayai lewat APBD Provinsi Maluku 

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 

2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 

3) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengawasan dan 

Pemanfaatan Tanah 

4) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 

5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

6) Program Perbaikan Proses Politik 

7) Program Penataan Daerah Otonom Baru 

8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

9) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 

10) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 

11) Program Pembakuan Nama Rupabumi 

- Program dan Kegiatan yang dibiayai lewat APBN 

Program Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama 

Daerah 

6.2. Indikator Kinerja  

Penetapan indikator kinerja Biro Pemerintahan Setda Maluku bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, 

sasaran dan program serta kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini 

ditunjukkan dari akumulasi indiKator capaian setiap tahunnya. 
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6.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Pemerintahan 

Setda Maluku adalah pemerintah, instansi vertikal, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten dan kota. stakeholder lainnya. 

Adapun Pendanaan Indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 



Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mengefektifkan 

penguatan peran 

Gubernur sebagai 

wakil pemerintah di 

wilayah provinsi

Biro 

Pemerintaha

n

Terwujudnya 

implementasi 

kebijakan 

pemerintah 

dalam rangka 

peningkatan 

peran gubernur 

sebagai wakil 

pemerintah di 

wilayah provinsi

Persentase 

dukungan 

penguatan 

peran Gubernur 

Sebagai wakil 

pemerintah di 

wilayah provinsi

4.01.4.01.0

3.11

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kedinasan 

KDH/WKDH

Persentase 

dukungan 

penguatan 

peran Kepala 

Daerah/ Wakil 

Kepala Daerah

- 360.000          - 625.000            - 668.750             - 904.848              - 946.887                 - 990.469            - -

4.01.4.01.0

3.11.04

Dukungan 

operasional tim 

asistensi 

pemerintahan 

daerah

Jlh rapat Tim 

Asistensi 

Pemda

- - - - - - - - - - - - - - -

4.01.4.01.0

3.11.06

Koordinasi dan 

fasilitasi 

keanggotaan 

APPSI

Jlh rapat APPSI 

yg diikuti oleh 

Pemprov

1 

rekomendasi

1 

rekomendasi

110.000          1 

rekomenda

si

175.000            1 

rekomendas

i

187.250             1 

rekomendas

i

200.358              1 

rekomendasi

214.383                 1 

rekomendasi

229.389            - Ambon, 

Jakarta, 

dll

4.01.4.01.0

3.11.11

Rapat 

koordinasi 

pejabat daerah 

Gubernur 

bersama Bupati 

dan Walikota se-

Maluku

Jlh rapat 

koordinasi 

Gubernur dgn 

Bupati/ Walikota

1 Kali 1 Kali 250.000          2 Kali 350.000            2 Kali 374.500             2 Kali 590.000              2 Kali 610.000                 2 Kali 630.000            - Ambon, 

Jakarta, 

dll

4.01.4.01.0

3.11.07

Koordinasi dan 

fasilitasi 

administrasi 

Kepala Daerah/ 

Wakil Kepala 

Daerah dan 

DPRD

Jlh 

Rekomendasi/ 

SK Mendagri 

terkait 

administrasi 

Kepala Daerah/ 

Wakil Kepala 

Daerah dan 

DPRD

- - - 12 Kali 100.000            12 Kali 107.000             13 kali 114.490              14 kali 122.504                 15 kali 131.080            -

Mengefektifkan 

peningkatan tugas-

tugas pembinaan 

administrasi 

kewilayahan 

melalui koordinasi 

yang sinergis 

dengan instansi 

terkait dan 

stakeholder 

masyarakat

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA MALUKU

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program dan 

Kegiatan

Data Capaian 

pada Awal 

Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja 

Penanggung 

Jawab

Lokasi2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra



Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program dan 

Kegiatan

Data Capaian 

pada Awal 

Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja 

Penanggung 

Jawab

Lokasi2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra

memfasilitasi 

penataan 

pertanahan dan 

penyelesaian 

sengketa 

pertanahan 

sesuai aturan 

yang berlaku

Penataan 

penguasaan, 

kepemilikan dan 

pemanfaatan  

tanah bagi 

kepentingan 

umum

2. 

04.01.03.16

Program 

Penataan  

Penguasaan, 

Pemilikan,Peng

awasan dan 

Pemanfaatan 

Tanah

Persentase  

pelaksanaan 

kebijakan 

pertanahan 

dan 

pengadaan 

tanah 

- - 275.000          - 218.500            - 233.795             - 250.161              - 267.672                 - 286.409            - -

2.04.4.01.0

3..16.02

Koordinasi dan 

dan fasilitasi 

pelaksanaan 

kebijakan 

pertanahan

Jlh dokumen/ 

rekomendasi 

kebijakan 

pertanahan

1 Dokumen 1 Dokumen 75.000            1 Dokumen 118.500            1 Dokumen 126.795             1 Dokumen 135.671              1 Dokumen 145.168                 1 Dokumen 155.329            - Ambon, 

Jakarta, 

Kab/ Kota

2.04.4.01.0

3..16.03

Persiapan 

pengadaan 

tanah bagi 

pembangunan 

infrastruktur 

pemerintahan

Jlh dokumen/ 

rekomendasi/ 

berita acara 

pengadaan 

tanah bagi 

pembangunan 

untuk 

kepentingan 

umum

1 Dokumen 1 Dokumen 200.000          2 Dokumen 100.000            2 Dokumen 107.000             2 Dokumen 114.490              2 Dokumen 122.504                 2 Dokumen 131.080            - Ambon, 

Jakarta, 

Kab/ Kota

Mengawasi dan 

mendorong 

upaya 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

dekonsentrasi 

dan tugas 

pembantuan

Persentase 

sinkronisasi 

penyelenggara-

an Dekon/TP

Mendorong 

peningkatan 

kerjasama antar 

daerah, serta 

implementasi 

kesepakatan 

kerjasama antar 

daerah

Persentase 

kerjasama antar 

daerah yang 

dilaksanakan

4.01.4.01.0

3.09

Program 

Kerjasama 

antar 

Pemerintah 

Daerah

Persentase 

koordinasi dan 

inventarisasi 

kerjasama antar 

Pemda yg 

dilaksanakan

- - 95.200            - -                    - -                     - -                     - -                         - -                    - -

4.01.4.01.0

3.09.03

Asistensi 

Pembentukan 

Kerjasama Antar 

Daerah  di 

Provinsi  Maluku

Jlh dokumen/ 

laporan 

supervisi dan 

evaluasi antar 

daerah  oleh 

Pemprov dan 

Kab/Kota

1 Dok 

Laporan

1 Dok 

Laporan

95.200            1 Dok 

Laporan

1 Dok 

Laporan

-                     1 Dok 

Laporan

-                     1 Dok 

Laporan

-                         1 Dok 

Laporan

-                    -  Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 
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Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program dan 

Kegiatan

Data Capaian 

pada Awal 

Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja 

Penanggung 

Jawab

Lokasi2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra

Memfasilitasi 

dan menyiapkan 

kebijakan 

toponimi dan 

penamaan rupa 

bumi guna 

memperkuat 

integritas dan 

eksistensi 

daerah

Presentase 

nama-nama 

rupa bumi yang 

terverifikasi 

sesuai target

4.01..4.01.0

3.18

Program 

Pembakuan 

Nama 

Rupabumi

Persentase 

penataan 

daerah otonom

- - 96.000            - 110.500            - 118.235             - 126.511              - 135.367                 - 144.843            - -

4.01.4.01.0

3.18.01

Inventarisasi 

dan Verifikasi 

Pembakuan 

Nama Rupa 

Bumi

Jlh dokumen 

nama-nama 

rupa bumi di 

Provinsi Maluku

1 Dokumen 1 Dokumen 96.000            1 Dokumen 110.500            1 Dokumen 118.235             1 Dokumen 126.511              1 Dokumen 135.367                 1 Dokumen 144.843            -  Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 

Mendorong 

pemanfaatan 

informasi dan 

data 

pemerintahan 

yang berbasis IT

Presentase 

data 

pemerintahan 

daerah yang 

dipublikasikan 

2.10.4.01..0

3.21

Program 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi

Persentase 

data 

pemerintahan 

daerah yang 

dipublikasikan  

melalui aplikasi

- - 275.000          - -                    - -                     - -                     - -                         - -                    - -

2.10.4.01..0

3.21.06

Sistem pusat 

informasi dan 

data 

pemerintahan 

berbasis IT

Jlh aplikasi yang 

dipergunakan 

dalam sistem 

informasi dan 

data 

pemerintahan

1 Aplikasi 1 Aplikasi 275.000          1 Aplikasi 1 Aplikasi -                     1 Aplikasi -                     1 Aplikasi -                         1 Aplikasi -                    -  Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 

Meningkatkan 

implementasi 

otonomi daerah 

yang semakin 

handal dan 

berkualitas

Memfasilitasi 

dan 

mengkoordinasi-

kan dukungan 

pemerintah 

terhadap 

pelaksanaan 

pilkada, pemilu 

legislatif dan 

pemilu presiden 

yang berkualitas 

dan demokratis

Persentase 

fasilitasi 

dukungan 

pelaksanaan 

Pemilu yang 

demokratis
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Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program dan 

Kegiatan

Data Capaian 

pada Awal 

Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja 

Penanggung 

Jawab

Lokasi2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra

1.05.4.01.0

3.25

Program 

Perbaikan 

Proses Politik

Persentase 

koordinasi dan 

fasilitasi 

pelaksanaan 

Pemilu sesuai 

ketentuan yg 

berlaku

- - 135.000          - 150.000            - 0 - 0 - - - 300.000            - -

1.05.4.01.0

3.25.01

Koordinasi dan 

monitoring 

penyelenggara-

an pemilu 

Legislatif dan 

pemilihan 

Presiden dan 

Wakil Presiden 

Jlh Kab/ Kota 

dan Prov yang 

dikoordinir dan  

difasilitasi  

pemilu legislatif 

dan  Pilpres

11 Kab/Kota 11 Kab/Kota 135.000          - - - - - 11 Kab/Kota, 

Provinsi

            300.000 - Ambon, 

Jakarta, 

11 

Kab/Kota

1.05.4.01.0

3.25.02

Koordinasi dan 

monitoring 

penyelenggaraa

n pemilu Kepala 

Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

yang berkualitas

Jlh Kab/ Kota 

dan Prov yang 

dikoordinir dan  

difasilitasi  

Pemilukada

- - - 4 Kab 150.000            4 Kab - - - - - - - - -

Mengkoordinasi-

kan dan 

memfasilitasi 

kebijakan 

pemekaran 

daerah dan 

otonomi daerah

Presentase 

fasilitasi 

pemekaran 

daerah dan 

otonomi baru

4.01.4.01.0

3.27

Program 

Penataan 

Daerah 

Otonomi Baru

Persentase 

penataan 

daerah otonom

- - 814.200          - 832.700            - 890.989             - 953.358              - 1.020.093              - 1.191.500         - -

4.01.4.01.0

3.27.02

Koordinasi 

percepatan 

penyerahan P3D

Jlh dokumen 

penyerahan 

P3D

1 Dokumen 1 Dokumen 75.000            1 Dokumen 96.500              1 Dokumen 103.255             1 Dokumen 110.483              1 Dokumen 118.217                 1 Dokumen 126.492            - Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota

4.01.4.01.0

3.27.03

Koordinasi  

Percepatan 

Penyelesaian  

Batas  Daerah 

di Provinsi 

Maluku

Jlh Kab/Kota yg 

difasilitasi 

penyelesaian 

batas

2 Kab 2 Kab 100.000          2 Kab 150.000            2 Kab 160.500             2 Kab 171.735              2 Kab 183.756                 2 Kab 196.619            - Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota

4.01.4.01.0

3.27.05

Pembinaan 

administrasi 

pemerintahan 

umum

Jlh dokumen/ 

Pergub tentang 

kode dan data 

wilayah Provinsi 

Maluku

1 Dokumen 1 Dokumen 90.000            1 Dokumen 170.000            1 Dokumen 181.900             1 Dokumen 194.633              1 Dokumen 208.257                 1 Dokumen 222.835            - Ambon, 

Jakarta, 

11 Kab/ 

Kota

4.01.4.01.0

3.27.01

Fasilitasi 

Penyiapan Data 

dan Informasi 

Pendukung 

Proses 

Pemekaran 

Daerah

Jlh dokumen 

Calon DOB yg 

memenuhi 

ketentuan yg 

berlaku

5 Dokumen 

Calon DOB

5 Dokumen 

Calon DOB

75.000            2 Dokumen 

Calon DOB

96.500              1 Dokumen 

Calon DOB

103.255             2 Dokumen 

Calon DOB

110.483              1 Dokumen 

Calon DOB

118.217                 1 Dokumen 

Calon DOB

126.492            - Ambon, 

Jakarta, 

Kab/ Kota
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Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program dan 

Kegiatan

Data Capaian 

pada Awal 

Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja 

Penanggung 

Jawab

Lokasi2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra

4.01.4.01.0

3.27.07

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Penyelenggara-

an 

Pemerintahan 

Daerah

Jlh LPPD yang 

terselesaikan 

setiap tahun

1 Buku 1 Buku 249.200          1 Buku 269.700            1 Buku 288.579             1 Buku 308.780              1 Buku 330.394                 1 Buku 353.522            - Ambon, 

Jakarta, 

11 Kab/ 

Kota

4.01.4.01.0

3.27.08

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Penyelenggara-

an 

Pemerintahan 

Daerah Akhir 

Masa Jabatan

Jlh LPPD yang 

terselesaikan 

setiap akhir 

masa jabatan

1 Buku 1 Buku 50.000            1 Buku 100.000            - Ambon 

dan 

Jakarta

4.01.4.01.0

3.27.09

Pelaksanaan 

Evaluasi 

Penyelenggara-

an 

Pemerintahan 

Daerah

Jlh dokumen 

EPPD yang 

terselesaikan

1 Dokumen 1 Dokumen 175.000          1 Dokumen 1 Dokumen -                         1 Dokumen -                         1 Dokumen -                             1 Dokumen -                        - Ambon, 

Jakarta, 

11 Kab/ 

Kota

4.01.4.01.0

3.27.10

Pelaksanaan 

Hari Ulang 

Tahun Otonomi 

Daerah di 

Provinsi Maluku

Terlaksanannya 

peringatan HUT 

Otonomi Daerah 

di Provinsi 

Maluku

1 Kegiatan 1 kegiatan - 1 Kegiatan 50.000              1 Kegiatan 53.500               1 Kegiatan 57.245                1 Kegiatan 61.252                   1 Kegiatan 65.540              

Mendorong 

fasilitasi dan 

pelaksanaan 

dan penerapan 

Standar 

Pelayanan 

Minimal (SPM)

Presentase 

fasilitasi  

Penerapan SPM

Mengefektikan 

pelaksanaan 

pembinaan 

pemerintahan 

desa/negeri dan 

pembinaan 

pemerintahan 

kecamatan secara 

efektif, dalam 

rangka 

implementasi 

penguatan peran 

gubernur sebagai 

wakil pemerintah
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Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program dan 

Kegiatan

Data Capaian 

pada Awal 

Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja 

Penanggung 

Jawab

Lokasi2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra

Mendorong 

pembinaan 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

kecamatan/kelur

ahan serta 

fasilitasi 

peningkatan 

kapasitas 

aparatur 

pemerintahan 

desa dan 

kecamatan/kelur

a-han

Presentase 

Pembinaan 

Penyelenggara-

an 

Pemerintahan 

Desa/Negeri, 

Kelurahan dan 

kecamatan

Terwujudnya 

koordinasi dan 

percepatan 

penerapan 

PATEN pada 

tataran 

pemerintahan 

kecamatan

Presentase 

Kabupaten/ 

Kota yang 

menerapkan 

PATEN

4.01.4.01.0

3.28

Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Pemerintahan 

Daerah

Persentase 

peningkatan 

kapasitas 

Pemerintah 

daerah

- - 345.400          - 558.300            - 597.381             - 639.198              - 683.942                 - 731.817            - -

4.01.4.01.0

3.28.03

Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pelaksanaan 

Evaluasi Kinerja 

Kecamatan di 

Kab/Kota

Jlh Kab/ Kota 

yang 

dilaksanakan 

evaluasi kinerja 

kecamatan

4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 92.600            7 Kab/Kota 102.600            8 Kab/Kota 109.782             9 Kab/Kota 117.467              10 Kab/Kota 125.689                 11 Kab/Kota 134.488            - Ambon, 

Jakarta, 

Kab/ Kota

4.01.4.01.0

3.28.04

Koordinasi 

Pelayanan 

Terpadu 

Kecamatan 

(PATEN) di 

Kabupaten/Kota

Jlh Kecamatan 

yg 

melaksanakan 

PATEN

10 

Kecamatan

10 

Kecamatan

104.800          40 

Kecamatan

118.800            50 

Kecamatan

127.116             80 

Kecamatan

136.014              100 

Kecamatan

145.535                 118 

Kecamatan

155.723            - Ambon, 

Jakarta, 

Kab/ Kota

4.01.4.01.0

3.28.05

Koordinasi 

Penerapan 

Standar 

Pelayanan 

Minimal

Jlh ketersediaan 

data  penerapan 

SPM 

1 data SPM 

pada 6 

urusan 

Pelayanan 

Dasar

1 data SPM 

pada 6 

urusan 

Pelayanan 

Dasar

50.000            1 data SPM 

pada 6 

urusan 

Pelayanan 

Dasar

1 data SPM 

pada 6 

urusan 

Pelayanan 

Dasar

-                         1 data SPM 

pada 6 

urusan 

Pelayanan 

Dasar

-                         1 data SPM 

pada 6 

urusan 

Pelayanan 

Dasar

-                             1 data SPM 

pada 6 

urusan 

Pelayanan 

Dasar

-                        - Ambon, 

Jakarta, 

Kab/ Kota

4.01.4.01.0

3.28.01

Koordinasi, 

Supervisi dan 

evaluasi 

penyelenggaraa

n dekon TP 

lingkup 

Jlh dokumen/ 

laporan 

supervisi dan 

evaluasi 

penyelenggara-

an dekon & TP 

1 Dokumen 1 Dokumen 98.000            1 Dokumen 239.900            1 Dokumen 256.693             1 Dokumen 274.662              1 Dokumen 293.888                 1 Dokumen 314.460            -  Ambon, 

Jakarta, 

Kab/Kota 

4.01.4.01.0

3.28.04

Monev 

Pengisian 

jabatan Camat

Terlaksananya 

pengisian 

jabatan camat 

yang sesuai

'11 kab/kota '11 kab/kota - '11 kab/kota 97.000              11 kab/kota 103.790             11 kab/kota 111.055              '11 kab/kota 118.829                 11 kab/kota 127.147             

Ambon,jak

arta, 

Kab/kota 
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Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program dan 

Kegiatan

Data Capaian 

pada Awal 

Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja 

Penanggung 

Jawab

Lokasi2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra

Meninglayanan 

katkan Administrasi 

Perkantoran 

pemeliharaan  

Sarana prasarana 

dan   peningkatan 

kapasitas aparatur 

penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Terwujudnya 

efektifitas 

administrasi 

perkantoran dan 

kualitas 

pelaksanaan  

tugas dan fungsi 

Perangkat 

Daerah

Presentase 

efektifitas  

Pelaksanaan 

Tugas dan 

Fungsi OPD

4.01.4.01.0

3.01

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Presentase 

Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

- - 552.138          - 765.899            - 819.512             - 876.878              - 938.259                 - 1.003.937         - -

4.01.4.01.0

3.01.01

Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah bahan 

penunjang surat 

menyurat 

1.200 Surat 1.800 Surat 20.000            1900 surat 26.980              2000 surat 28.869               2100 surat 30.889                2200 surat 33.052                   2300 surat 35.365              - Ambon

4.01.4.01.0

3.01.11

Penyediaan 

barang cetakan 

dan 

penggandaan

Jlh barang cetak 

dan 

penggandaan

1.276 

Barang 

Cetak dan 

20.000  

Pengganda-

an

1.914 barang 

Cetak dan  

30.000 

Pengganda-

an

15.454            2000 37.250              2100 lembar 39.858               2200 42.648                2300 lembar 45.633                   2400 48.827              - Ambon

4.01.4.01.0

3.01.17

Penyediaan 

Makan dan 

Minuman

Jlh orang yg  

makan dan 

minum 

187 Orang 280 Orang 18.200            300 26.910              320 Org 28.794               340 30.809                360 Org 32.966                   380 35.274              - Ambon

4.01.4.01.0

3.01.18

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi ke 

luar daerah

Jlh rapat dan 

koordinasi luar 

daerah

9 Kali 14 Kali 207.200          16 285.600            18 kali 305.592             20 326.983              22 kali 349.872                 24 374.363            - Ambon, 

Jakarta, 

dll

4.01.4.01.0

3.01.22

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi ke 

dalam daerah

Jlh rapat dan 

koordinasi  

dalam daerah

8 kali 16 Kali 113.300          20 194.100            22 kali 207.687             24 222.225              26 kali 237.781                 28 254.426            - 11 

Kab/Kota

4.01.4.01.0

3.01.19

Penyediaan 

Jasa Tenaga 

Pendukung 

Administrasi 

Teknis 

Perkantoran

Jlh tenaga 

administrasi 

perkantoran

6 Orang 6 Orang 177.984          6 195.059            6 Org 208.713             6 223.323              6 Org 238.956                 6 255.683            Ambon
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Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Tujuan, Sasaran, 

Program dan 

Kegiatan

Data Capaian 

pada Awal 

Tahun 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja 

Penanggung 

Jawab

Lokasi2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir 

Periode Renstra

4.01.4.01.0

3.02

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur

Presentase 

Sarana dan 

Prasarana yang 

terpelihara

- - 37.684            - 110.200            - 117.914             - 126.168              - 135.000                 - 144.450            - -

4.01.4.01.0

3.02.22

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jlh peralatan 

kantor yang 

terpelihara

9 bh 13 bh 20.000            14 58.700              15 buah 62.809               16 67.206                17 buah 71.910                   18 76.944              - Ambon

4.01.4.01.0

3.02.24

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan 

dan Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional

 Jlh kendaraan 

dinas  yang 

terpelihara 

1 Mobil 1 Mobil 17.684            1 51.500              2 Mobil 55.105               2 58.962                2 mobil 63.090                   2 67.506              - Ambon

4.01.4.01.0

3.05

Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Aparatur

Presentase 

aparatur yang 

mengikuti 

kegiatan 

peningkatan 

kapasitas

- - 41.200            - 100.000            - 107.000             - 114.490              - 122.504                 - 131.080            - -

4.01.4.01.0

3.05.24

Bimtek, 

Sosialisasi, 

Lokakarya dan 

workshop

Jlh pegawai 

yang mengikuti 

bimtek, 

sosialisasi, 

lokakarya dan 

workshop

9 kali 11 kali 41.200            13 100.000            15 kali 107.000             17 kali 114.490              19 122.504                 20 131.080            - Ambon, 

Jakarta, 

dll

3.026.822       3.471.100         3.553.576          3.991.611           4.249.724              4.924.505         

(444.278)            

            3.026.822 (444.278)           

Jumlah 

Ambon,       Oktober 2019.
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

SETDA MALUKU,

Drs. J A S M O N O, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP.19741226 199412 1 003
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN  

 

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik yang secara kualitatif dan/atau 

kuantitatif berguna untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak 

yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau 

kegiatan. Indikator kinerja Biro Pemerintahan menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana 

ditampilkan pada tabel 7.1. berikut ini : 

 

Tabel 7.1. 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran 
RPJMD 

Indikator  Kondisi 

Kinerja pd 

awal 

periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 

Kinerja pd 

akhir 

periode 

RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

Jumlah rapat Tim 
Asistensi Pemda - 

 
- 
 

6 kali 6 kali 
 

6 kali 
 

6 kali       6 kali 

Jumlah rapat 

APPSI yang diikuti 

oleh Pemprov 

 

6 kali 

 

9 kali 

 

9 kali 

 

9 kali 

 

9 kali 

 

9 kali 

 

9 kali 

Jumlah rapat 

koordinasi 

Gubernur dengan 

Bupati/ Walikota 

 

1 kali 

 

1 kali 

 

2 kali 

 

2 kali 

 

2 kali 

 

2 kali 

 

2 kali 
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Jumlah 

rekomendasi/ SK 

Mendagri terkait 

administrasi Kepala 

Daerah/ Wakil 

Kepala Daerah dan 

DPRD 

-         - 

12 

Reko-

mendasi 

/SK 

12 

Reko-

mendasi 

/SK 

12 

Reko-

mendasi 

/SK 

12 

Reko-

mendasi 

/SK 

12 

Reko-

mendasi 

/SK 

Jumlah  dokumen/ 

rekomendasi 

kebijakan 

pertanahan 

 
1 dok 

Laporan 

 
1 dok 

laporan 

 
1 dok 

laporan 

 
1 dok 

laporan 

 
1 dok 

laporan 

 
1 dok 

laporan 

 
1 dok 

laporan 

Jumlah dokumen/ 

laporan supervisi 

dan evaluasi antar 

daerah oleh 

pemprov dan 

kab/kota se-maluku  

 
1 dok 

Laporan 

 
1 dok 

laporan 

 
1 dok 

laporan 

 
1 dok 

laporan 

 
1 dok 

laporan 

 
1 dok 

laporan 

 
1 dok 

laporan 

Jumlah dokumen 

penyelenggaraan 

Dekon/TP 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

Jumlah dokumen 

nama-nama rupa 

bumi di Provinsi 

Maluku 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

Jumlah aplikasi 

yang dipergunakan 

dalam sistem 

informasi dan data 

pemerintahan  

1 aplikasi 1 aplikasi 
1 

aplikasi 
1 

aplikasi 
1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 

Jumlah kab/kota 

dan Prov yang 

dikoordiir dan 

difasilitasi pemilu 

legislative dan 

pilpres 

11 Kab/Kota 

 

11 

Kab/Kota 

- - - - 
11 Kab/Kota 

Provinsi 

Jumlah kab/kota 

dan Prov yang 

dikoordiir dan 

difasilitasi 

pemilukada 

- 
 

- 4 kab 2 kab 3 kab 
 

2 kab/ 
kota 

 
11 kab/kota 

 

Jumlah dokumen 

Penyerahan P3D  
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 
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Jumlah kab/ kota 

yang difasilitasi 

penyelesaian batas 

4 kab 

 

4 kab 

 

4 kab 4 kab 4 kab 4 kab 4 kab 

Jumlah dokumen/ 

pergub tentang 

kode dan data 

wilayah provinsi 

Maluku 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

Jumlah dokumen 

calon DOB yang 

memenuhi 

ketentuan berlaku 

5 dok calon 

DOB 

5 dok 

calon 

DOB 

5 dok 

calon 

DOB 

5 dok 

calon 

DOB 

5 dok 

calon 

DOB 

5 dok 

calon 

DOB 

5 dok calon 

DOB 

Jumlah dokumen 

LPPD yang 

terselesaikan tiap 

tahun 

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 

Jumlah dokumen 

LPPD yang 

terselesaikan tiap 

akhir masa jabatan 

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 

Jumlah dokumen 

EPPD yang 

terselesaikan 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

Jumlah ketersedia-

an data dan 

penerapan SPM 

1 data SPM 

pd urusan 

pelayanan 

dasar 

1 data 

SPM pd 

urusan 

pelaya-

nan 

dasar 

1 data 

SPM pd 

urusan 

pelaya-

nan 

dasar 

1 data 

SPM pd 

urusan 

pelaya-

nan 

dasar 

1 data 

SPM pd 

urusan 

pelaya-

nan 

dasar 

1 data 

SPM pd 

urusan 

pelaya-

nan 

dasar 

1 data SPM 

pd urusan 

pelayanan 

dasar 

Jumlah Kab/Kota 

yang dibina 

penataan desanya 

- - 

 
3 

kab/kota 

 
5 

kab/kota 

 
7 

kab/kota 

 
9 

kab/kota 

 
12   

kab/kota 

Jumlah Kab/Kota 

yang dibina 

penataan 

kecamatannya 

- - 

 
3 

kab/kota 

 
5 

kab/kota 

 
7 

kab/kota 

 
9 

kab/kota 

 
12   

kab/kota 

Jumlah Kab/Kota 

yang dilaksanakan 

evaluasi kinerja 

kecamatan 

4 Kab/kota 
6  

kab/kota  
7  

kab/kota  
8  

kab/kota  
9  

kab/kota  
10  

kab/kota  
11  kab/kota  
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Jumlah kecamatan 

yang melaksanakan 

PATEN  

10 
Kecamatan 

10 
Kecama  

-tan 

40 
Kecama

-tan 

50 
Kecama

-tan 

80 
Kecama  

-tan 

100 
Kecama  

-tan 

118 
Kecamatan 

Jumlah Kecamatan 

yang difasilitasi 

proses Pemekaran 

- - 

9  

Kecama  

-tan  

16  

Kecama  

-tan  

20  

Kecama  

-tan  

23  

Kecama  

-tan  

26 

Kecamatan 

Jumlah desa yang 

difasilitasi proses 

Pemekaran 

13 Desa 13 Desa 34 Desa 40 Desa 46 Desa 54 Desa 60 Desa 

Jumlah Desa yang 

dievaluasi 

penetapan dan 

penegasan batas 

desa 

- - 10 Desa 15 Desa 20 Desa 25 Desa 30 Desa 

Jumlah Camat yang 

sesuai ketentuan 
- - 

22 

Camat 

40 

Camat 

80 

 Camat 

100 

Camat 
118 Camat 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Maluku ini merupakan bagian 

integral dari dokumen perencanaan milik Pemerintah Provinsi Maluku sesuai 

RPJMD Provinsi Maluku 2019 – 2024. Artinya, dokumen ini mengikuti 

pemberlakuan periodisasi 5 (lima) tahunan RPJMD dimaksud, sehingga mesti 

dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Biro Pemerintahan Setda Maluku. 

Renstra Biro Pemerintahan Setda Maluku ini memiliki kedudukan yang sangat 

penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian 

penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan 

memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban 

oleh Biro Pemerintahan Setda Maluku. 

Selanjutnya, sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD Provinsi Maluku, maka 

Renstra Biro Pemerintahan Setda Maluku akan dijabarkan lebih rinci setiap 

tahun ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Biro Pemerintahan Setda Maluku 

selama periode 2020 – 2024. 

Akhirnya, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan 

akuntabel serta bercirikan good governance. Pencapaian kinerja pelaksanaan 

tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Maluku merupakan bagian dari 

pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur, 

serta secara moral patut kiranya dipertanggung jawabkan kepada daerah dan 

seluruh masyarakat Maluku tercinta. 


